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ABSTRAK 
Sarkiah (E21111008), Tipologi Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, xvi+ 111 
halaman+ 36 tabel+ 5 gambar+ pustaka (1990-2014). Dibimbing oleh: Prof. 
Dr. Sangkala, M.A dan Dr.Hamsinah, M.Si 
Kondisi pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan penanaman modal 
di Kota Makassar saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan 
yang berdampak buruk bagi kualitas pelayanan bagi masyarakat. Motivasi 
pelayanan publik adalah salah satu hal yang masih kurang dimiliki oleh para 
penyelenggara pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik adalah konsep yang 
dipandang oleh beberapa ahli sebagai solusi atas permasalahan pelayanan 
publik yang ada, terdapat empat nilai dalam motivasi pelayanan publik yakni 
ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan rasa pengorbanan diri. Nilai-nilai inilah yang seharusnya 
dimiliki oleh organisasi penyelenggaran pelayanan publik agar dapat 
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. Terdapat 4 nilai dalam penelitian ini yaitu ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan publik, rasa empati 
dan pengorbanan diri yang kemudian diukur melalui 24 indikator penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai motivasi pelayanan publik yakni 
ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan pengorbanan diri maka, tipologi nilai-nilai motivasi 
pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar ialah komitmen pada kepentingan publik, rasa empati dan 
pengorbanan diri yang dikategorikan tinggi, sedangkan nilai ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik relatif rendah. Berdasarkan analisis tersebut maka, 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah instansi 
yang berkomitmen pada kepentingan publik, memiliki rasa empati dan rasa 
pengorbanan diri dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang 
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ABSTRACT 
Sarkiah (E21111008), Typology of Values in the Public Service Motivation in 
The Integrated Licensing Agency and Investment Makassar, xvi + 111 
pages + 36 tables + 5 pictures + library (1990-2014). Supervised by: Prof. Dr 
Sangkala, M.A and Dr.Hamsinah, M.Si 
Conditions of public service, especially lincesing services and investment in the 
city of Makassar is still confronted with various problems that adversely affect the 
quality of service for the community. Public service motivation is one thing that is 
lacking is owned by the public service providers. Public service motivation is a 
concept that is seen by some experts as a solution to the problems of existing 
public services, there are four values in the public service motivation attraction to 
public policy making, commitment to the public interest, empathy and self-
sacrifice. It is these values that should be owned by the organization that 
organizing public services in order to provide excellent service to the community. 
The purpose of this study is to analyze the typology of the values of public 
service motivation in the Integrated Licensing Agency Investment and Makassar. 
The method used by the author of quantitative research methods. There are four 
values in this research is an attraction to public policy making, commitment to the 
public interest, empathy and self-sacrifice which is then measured by 24 
indicators of research. 
Based on the analysis of the values of public service motivation of the attraction 
to public policy making, commitment to the public interest, empathy and self-
sacrifice then, the typology of the values of public service motivation in the 
Integrated Licensing Agency and Investment of Makassar is a commitment to the 
public interest , empathy and self-sacrifice were categorized as high, while the 
value of an iattraction to public policy-making is relatively low. Based on this 
analysis then, Integrated Licensing Agency and Investment agency of Makassar 
is committed to the public interest, have a sense of empathy and a sense of self-
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I.1. Latar Belakang Penelitian 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, 
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) mengamanatkan 
kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi 
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah, juga 
termuat dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terutama sila ke-2, 
kemanusian yang adil dan beradab dan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Konstitusi dan ideologi tersebut menjadi pedoman bagi 
pemerintah sebagai upaya mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima 
dalam sistem pemerintahan. 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat 
memberikan dampak secara nyata yang luas dan bertanggungjawab dalam 
penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan 
pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan wewenang 
dari Pemerintah Pusat ke Daerah melalui kebijakan desentralisasi, dekosentrasi 
dan tugas pembantuan memungkinkan terjadinya pelayanan dengan jalur 
birokrasi yang lebih mudah. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat atas 
pelayanan yang berkualitas tidak dapat terelakkan. Hal ini adalah wajar 
mengingat sumber penerimaan negara terbesar adalah pungutan pajak dari 
masyarakat. Hal ini sepatutnya menjadi pendorong bagi pemerintah untuk dapat 
meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  
Kondisi obyektif menunjukkan pelayanan publik di Indonesia tidak dapat 
dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya permasalahan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik yang dengan mudah diakses dari berbagai media 
massa (cetak dan elektronik). Informasi yang termuat baik berupa keluhan 
maupun pengaduan adalah cerminan ketidakpuasan masyarakat tehadap 
pelayanan yang diberikan. Kelemahan pelayanan publik yang sering kali 
dikeluhkan oleh masyarakat adalah pelaksanaan pelayanan yang mahal, kaku 
dan berbelit-belit, sikap dan perilaku aparat, pelayanan yang suka menuntut 
imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan yang kurang 
memuaskan, dan sebagainya (Tubagus Arif, MAP, 2013). 
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara 
mikro telah diatur dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
Undang-undang ini memuat asas, tujuan, ruang lingkup, aspek penyelenggaraan 
hingga sanksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang kemudian 
diturunkan kedalam peraturan - peraturan lain di setiap daerah hingga instansi 
terkait. Sedangkan secara makro, peningkatan kualitas pelayanan publik 
dituangkan dalam UU No. 32 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini pada 
hakekatnya berfungsi untuk menghilangkan jarak antara pemerintah dan 
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat demi 
terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.  
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Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian pemerintah dalam 
penyelenggara pelayanan publik adalah pendekatan aspek manusia (human 
approach). Dalam pelaksanaan pelayanan publik, manusia adalah salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan (Agus Dwiyanto, 2012). Merujuk pada 
ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); mengamanatkan agar 
aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, 
produktif, transparan, dan bebas dari KKN. Perwujudan nayata dari sikap 
aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya ialah dari 
penyelenggaraan pelayanan publik.  
Salah satu poin penting yang dapat meningkatkan kinerja seorang 
pegawai dalam menjalankan tugasnya ialah motivasi. G.R. Terry (dalam Drs.H. 
Malayu S.P. Hasibuan, 2002;145) mengemukakan bahwa motivasi adalah 
keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan. 
Di indonesia upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan 
peningkatan kualitas pelayanan publik dari aspek manusia ialah dengan 
kebijakan remunerasi. Kebijakan remunerasi merupakan salah satu produk dari 
Program Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja 
pegawai negeri Indonesia. Banyak pihak yang berpendapat bahwa materi atau 
uang/gaji adalah faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja seorang 
pegawai. Pandangan tersebut adalah kekeliruan cara pandang karena materi 
adalah bukanlah satu-satunya yang mampu memotivasi pegawai. Bahkan jika 
kita telaah kembali kebijakan pemerintah dalam memberikan tunjangan bagi 
pegawai, hal ini tidak cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja 
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pegawai. Dalam bidang pendidikan misalnya, sertifikasi guru tidak cukup 
membantu dalam meningkatkan presentase kelulusan peserta didiknya. Di 
tingkat SMA presentase kelulusan pada tahun 2014 mencapai 99,52%, capaian 
ini turun 0,01% dari tahun sebelumnya (sumber: www.liputan6.com diunduh pada 
30 Oktober 2014, 16.43 WITA). Hal ini menunjukkan bahwa buruknya pelayanan 
bagi masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor motivasi yang berupa 
materi tetapi ada hal lain yang tidak cukup diperhatikan memberikan dampak 
yang signifikan terhadap pelayanan yakni motivasi yang tidak berupa materi. 
Teori motivasi telah banyak disampaikan oleh para ahli, beberapa teori 
motivasi tersebut ialah teori Hierarki kebutuhan oleh Abraham Marslow (1943), 
teori motivasi oleh Herzberg (1950), teori motivasi prestasi McClelland (1961), 
teori X dan Y oleh Douglas McGregor (1960). Kesemua teori motivasi berupaya 
menggambarkan bagaimana seorang pegawai terdorong untuk berperilaku agar 
dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Salah satu teori motivasi yang 
masih tergolong baru dalam kancah administrasi publik ialah teori Public service 
motivation. Teori ini adalah bagian khas dari teori motivasi yang cocok digunakan 
untuk menganalisis kondisi pegawai yang ada di Indonesia. 
Teori motivasi pelayanan publik oleh James L.Perry (1990) adalah salah 
satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan 
sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui 
kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja 
(pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma 
baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Konsep motivasi 
pelayanan publik ini menekankan bahwa pegawai memiliki keinginan untuk 
mengabdikan dirinya melayani masyarakat.  
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Public Service Motivation (PSM) atau Motivasi pelayanan publik sangat 
erat kaitannya dengan nilai-nilai altruisme yaitu mementingkan kepentingan 
orang lain diatas kepentingan dirinya sendiri. Seorang pegawai sektor publik 
memiliki jiwa dan semangat untuk memberikan kemampuan terbaik yang 
dimilikinya karena dia telah ditunjuk sebagai pemegang tanggung jawab sebagai 
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, motivasi yang harus dimiliki seorang 
pegawai sektor publik adalah motivasi untuk bekerja sebaik-baiknya dalam 
memberikan pelayanan kepada publik bukan berorientasi pada kepentingan 
individu maupun golongan. 
Motivasi pegawai sektor publik dalam perspektif teori Motivasi pelayanan 
publik dibentuk oleh faktor reward instrinsik dan ekstrinsik. Reward instrinsik 
merupakan kepuasan seorang pegawai karena telah melakukan suatu pekerjaan 
yang berarti misalnya, perasaan puas, bangga dan harga diri. Sedangkan reward 
ekstrinsik adalah reward yang diterima oleh pegawai sektor publik dari 
pemerintah, seperti kenaikan gaji, promosi, keamanan kerja, status dan prestise. 
Motivasi pelayanan publik tidak hanya didorong oleh faktor kompensasi semata, 
tetapi juga faktor kepuasan (satisfaction). Seorang pegawai sektor publik 
bukanlah manusia ekonomi yang dinilai melalui materi semata melainkan ingin 
dihargai eksistensinya sebagai abdi masyarakat (Syamsir dan Muhammad Ali 
Embi, 2011). 
Motivasi pelayanan publik membangun  teori motivasi yang berasal dari 
tiga jenis motif:  afektif, normatif, dan rasional.  Dari dimensi afektif, hal ini diklaim 
bahwa individu tertarik pada pelayanan publik seperti keyakinan tentang 
pentingnya pelayanan publik. Dimensi normatif menunjukkan daya tarik 
didasarkan pada alasan etis seperti ekuitas dan keadilan, sedangkan dimensi 
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rasional menunjukkan dasar  yang sejalan dengan kepentingan individu untuk 
tertarik pada pembuatan kebijakan untuk mempromosikan kepentingan publik 
(Perry dan Wise 1990).  
Berdasarkan kerangka teori Motivasi Pelayanan Publik yang 
dikembangkan oleh Perry (1990) ada 4 dimensi yang dimiliki oleh seorang 
pegawai sektor publik yaitu: 1) Ketertarikan Terhadap Pembuatan Kebijakan 
Publik (Attraction To Public Policy Making), 2) Tanggung Jawab Terhadap 
Kepentingan Publik (Commitment To Public Interest), 3) Perasaan Simpati Atau 
Kasihan (Compassion), dan 4) Pengorbanan Diri (Self Sacrifice). 
Konsep Motivasi Pelayanan Publik adalah konsep yang interaktif dan 
dibentuk oleh tiga domain, yaitu institusi, pegawai sektor publik/PNS, dan 
perilaku. Perilaku sebagai acuan penilaian terhadap pelayanan adalah citra 
(image) yang keluar sebagai output dari budaya organisasi dan karakter individu 
pegawai. Perilaku merupakan wujud dari perpaduan antara budaya, system dan 
mekanisme kerja yang ditransmisikan kepada masing-masing pegawai sektor 
publik dan berkolaborasi dengan ciri atau watak pegawai itu sendiri (Wahyu Eko 
Yudiatmaja, 2012;212). 
Fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 
Indonesia kurang lebih menunjukkan rendahnya motivasi pelayanan publik dari 
para penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan 
yang banyak dikeluhkan masyarakat ialah perilaku pegawai sektor publik yang 
tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang pelayan masyarakat 
bertindak. Ketika seorang pegawai sektor publik memiliki Motivasi pelayanan 
publik yang baik itu artinya tidak akan ada lagi perilaku yang menimbulkan 
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permasalahan bagi masyarakat karena perilakunya adalah cerminan institusi dan 
pribadinya (Syamsir dan Muhammad Ali Embi, 2011).  
Pegawai sektor publik yang memiliki motivasi pelayanan publik yang 
tinggi tentunya akan menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. 
Pelayanan prima (Atep Adya Brata, 2003;27) adalah pelayanan yang 
mengutamakan kepuasan pelanggan, membuat pelanggan merasa penting, 
melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, pelayanan yang 
menempatkan pelanggan sebagai mitra, kepedulian kepada pelanggan untuk 
memberikan rasa puas.  
Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, dengan 
tingkat kompleksitas kebutuhan yang tinggi, tentunya adalah tanggung jawab 
pemerintah kota untuk dapat mengakomodir segala bentuk kebutuhan 
masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah kota Makassar dalam 
bidang pelayanan sebagai salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan sehari-hari masyarakat ialah dengan diterapkannya konsep 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ( http://perizinan.makassarkota.go.id 
diunduh pada 30 Oktober 2014, 19.14 WITA). 
Kesadaran Pemerintah Kota Makassar mengenai adanya kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat akan pentingnya iklim perizinan yang lebih kondusif dan 
untuk lebih membangkitkan iklim perdagangan dan investasi, Pemerintah Kota 
Makassar membentuk Badan Perizinan Terpadu dan penanaman modal sebagai 
pelaksana konsep pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini didasari dengan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan kedua 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 
26 
 
Nomor 7) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian 
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penaman Modal Kota Makassar. 
Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sangat membantu masyarakat 
dalam hal pelayanan perizinan. Layanan ini adalah kunci bagi banyak pintu 
penerimaan negara maupun daerah, salah satu contoh ialah surat izin usaha 
yang secara krusial menjadi faktor penarik investor jika pemerintah dapat 
mengelola dengan baik layanan perizinan ini. Konsep Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu adalah bentuk penyederhanaan birokrasi. Melalui PTSP ini dilakukan 
pemangkasan tahapan dan prosedur, adanya transparansi biaya, 
penyederhanaan persyaratan dan tak kalah pentingnya adalah pengurangan 
waktu rata-rata pemrosesan perizinan.Tahapan perizinan mulai dari permohonan 
sampai penerbitan dokumen akan dilakukan dalam satu tempat atau satu 
instansi (http:// perizinan.makassarkota. go.id diunduh pada 30 Oktober 2014, 
16.43 WITA) 
Dalam pelaksanaannya, Pelayanan Terpadu Satu Atap di kota Makassar 
masih menemui permasalahan-permasalahan yang cukup mengkhawatirkan dan 
menggambarkan buruknya kinerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal kota Makassar. Berdasarkan keterangan Hj. Nadjmah Emma. SE,.M.Si 
(Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar) 
melalui website http://perizinan.makassarkota.go.id bahwa permasalahan yang 
masih menjadi keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PTSP ini, yaitu masih 
terjadi pungli atau biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat 
atas pelayanan perizinan yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan Hasil Survey 
Indeks Kepuasaan Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Organisasi Mitra 
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Pelaksana Program Kinerja pada bulan November dan Desember 2011 
menunjukkan bahwa praktek pungutan liar di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar masih terjadi dimana 10 persen responden 
mengakui hal tersebut, selain itu masyarkat juga masih mengeluhkan masih 
banyaknya pelayanan yang mengalami keterlambatan penyelesaiaannya. 
Permasalahan diatas juga diperkuat dengan data yang diperoleh melalui 
salah satu media lokal http://www.antarasulsel.com (diunduh pada 08 November 
2014, 14.20 WITA) yang menemukan bahwa beberapa warga kesal karena surat 
izin yang harusnya terbit justru masih belum terselesaikan dan telah melampaui 
waktu yang ditentukan. Selain itu, melalui website http://www.kinerja-sulsel.org ( 
diunduh pada 08 November, 14.32 WITA) ditemukan bahwa sejak efektifnya 
badan baru pelayanan perizinan ini, diperoleh sejumlah keluhan. Ada yang 
mengeluhkan lambatnya waktu pengurusan dan mahalnya biaya pengurusan 
yang harus mereka bayarkan. Dari beberapa permasalahan diatas maka, penulis 
tertarik untuk membahas mengenai “Tipologi Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan 
Publik Di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”.  
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam bentuk 
pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
Bagaimana tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:  
Untuk menganalisis tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Makassar 
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I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat teoritis  
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah hasil penelitian 
tentang motivasi pelayanan publik terkhusus dalam hal tipologi nilai-nilai 
motivasi pelayanan publik. 
b) Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang ingin melakukan 
penelitian yang sama 
2. Manfaat praktis 
a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap 
perkembangan motivasi pelayanan publik di Indonesia agar dapat 
meningkatkan kinerja pegawai yang pada akhirnya berdampak pula 
terhadap kualitas pelayanan publik untuk masyarakat. 
b) Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan tentang motivasi pelayanan publik, sehingga 
dapat menjadi landasan kuat ketika berkecimpung di dunia kerja. 
3. Manfaat Teknis 
a) Bagi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 
masukan tentang motivasi pelayanan publik Sehingga dapat menjadi 
rujukan bagi seluruh pegawai untuk memperbaiki kinerjanya. 
b) Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat berguna 
sebagai bahan masukan dalam motivasi pelayanan publik dalam 








II.1 KONSEP PELAYANAN 
II.1.1 Pengertian Pelayanan 
Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas dari masalah 
kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan 
umum adalah berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. 
Meskipun pada perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena 
adanya kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu 
organisasi. Dimana setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 
organisasi swasta tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan 
pembentukan organisasi.  
Pelayanan menurut Gronroos dalam (Ratminto dan Atik septi winarsi, 
2005;2) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 
perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah 
konsumen/pelanggan.  
Lebih tegas mengenai pengertian pelayanan, H.A.S Moenir (1982 : 12) 
mengemukakan pandangannya sebagai berikut: 
“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang 
ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan ini 
sifatnya tidak selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan 
asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk 
dalam pengertian pelayanan.”  
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Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang jika direnungkan 
lebih mendalam terlihat bahwa pelayanan timbul karena ada faktor penyebab 
yang bersifat mendasar. Faktor yang mendasar yang dimaksud sebagaimana 
dikemukakan oleh H. A.S. Moenir (2006;12) adalah sebagai berikut:  
1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, manusia diciptakan lengkap dengan 
perasaan saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi 
perasaan inilah yang menyebabkan orang rela berkorban demi orang lain.  
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya, tolong 
menolong sesamanya dalam segala dimensinya juga menyertai kehidupan 
manusia didunia sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 
tanpa bantuan orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan.  
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah bentuk 
amal saleh, satu ciri khusus yang membedakan manusia dengan mahluk 
lainnya didunia ini adalak adanya sifat untuk berbuat baik terhadap 
sesamanya.  
Menurut S.Lukman (dalam Batinggi dan Badu Ahmad, 2013;4) pelayanan 
merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 
langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 
menyediakan kepuasan pelanggan. 
Prasojo (dalam Batinggi dan Badu Ahmad, 2013;4) menyatakan pelayanan 
merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi 
kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. 
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelayanan ialah 
proses pemenuhan kebutuhan langsung melalui aktifitas orang lain dan bertujuan 
memecahkan masalah dan memberikan kepuasan pada pengguna layanan.  
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II.1.2 Karakter Pelayanan 
Kotler dalam (DR. Paiman Napitupulu, M.Si, 2007;164) menyebutkan 
sejumlah karakteristik pelayanan sebagai berikut: 
1. Intangibility (tidak berwujud); tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, 
dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti atau 
dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan 
dikonsumsi. 
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan dikonsumsi 
secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena itu, konsumen ikut 
berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan adanya kehadiran 
konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi 
antara penyedia dan pembeli. Keduanya mempengaruhi hasil layanan. 
3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam selalu mengalami 
perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepada siapa yang 
menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. 
4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan dan 
permintaannya, berfluktuasi. Daya tahan suatu layanan bergantung kepada 
situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (pegawai) 






II.2 KONSEP PELAYANAN PUBLIK 
 II.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik (Sinambela, 2006:5) diartikan sebagai setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 
fisik.  
 Menurut Pandji Santosa ( 2008;57), Pelayanan publik adalah pemberian 
jasa , baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak 
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.  
Menurut Mahmudi (2010; 223), Pelayanan publik adalah segala kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1 
ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduudk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayan publik.  
Beberapa pengertian dasar yang dituliskan di dalam Keputusan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai 
berikut:   
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a) Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
b) Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi 
pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi 
kementrian, kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi 
pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik 
negara, badan hukum mili negara dan badan usaha milik daerah. 
c) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi 
pemerntah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima 
pelayanan publik 
d) Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
e)  Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah 
dan badan hukum 
f) Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 
apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran 
dan tata cara pembayaran di tetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan. 
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 II.2. 2 Indikator Pelayanan Publik  
Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 06/1995 tentang Pedoman 
Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan 
Percontohan, sebagaimana tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria 
pelayanan masyarakat yang baik yaitu sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan 
Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, lancar,cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 
pelayanan. 
2. Kejelasan dan Kepastian 
Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: 
a. Prosedur atau tata cara pelayanan 
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan. 
d. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. 
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 
3. Keamanan  
Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat 
memberi rasa aman , kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum 
bagi masyarakat. 
4. Keterbukaan  
Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur , tatacara, persyaratan satuan 
kerja/pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, 
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rincian biaya/tarif, serta hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
5. Efisien  
Kriteria ini mengandung arti: 
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung 
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 
keterpaduan antara persyartan dengan produk pelayanan yang diberikan. 
b. Dicegah dengan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan 
adanyya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain 
yang terkait. 
6. Ekonomis  
Kriteria ini mengandung arti bahwa pengenaan biaya pelayanan harus 
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: 
a. Nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya 
yang terlalu tinggi diluar kewajaran. 
b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Keadilan dan Merata 
Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan atau jangkauan pelayanan harus 
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan 
secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 
8. Ketepatan Waktu 
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Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
Pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler serta Bloom 
antara lain memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan 
terdesentralisasi, serta berorientasi pada pelanggan. Sedangkan menurut 
Hetereigonity berarti pemakaian jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama 
kemungkinan memiliki prioritas berbeda. Demikian pula Performance sering 
bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waku ke waktu. 
Gerson menyatakan pengukuran kualitas internal memang penting. 
Tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan apa yang 
diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti dan sesuai, 
“tanyakan” pada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang bisa memuaskan 
mereka”. 
Pandangan tersebut dapat diartikan dua sudut pandang tentang 
pelayanan internal, adalah langkah awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan 
tetapi pelayanan tersebut harus sesuai dengan pelanggan yang dilayani. Artinya 
bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah atau 
merujuk pada apa yang diinginkan pelanggan (eksternal). 
 II.2.3 Karakteristik Pelayanan Publik 
Menurut Zethaml & Haywood Farmer (Pasolong, 2007 : 133) ada tiga 
karakteristik utama pelayanan jasa yaitu : 
1. Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 
performance dan hasil pengalaman dan bukannya suatu obyek. 
Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau ditest 
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sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas.Jadi berbeda dengan 
barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat ditest kualitasnya 
sebelum disampaikan kepada pelanggan. 
2. Heterogenity, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang 
sama mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Demikian pula 
performance sering bervariasi dari satu produser ke produser lainnya 
bahkan dari waktu ke waktu. 
3.  Inseparability, berarti produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 
terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak 
direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian 
disampaikan kepada pelanggan; tetapi kualitas terjadi selama 
penyampaian pelayanan, biasanya selama interaksi antara klien dan 
penyedia jasa. 
Sementara itu, Norman (1990) mengatakan bahwa apabila kita ingin 
sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami terlebih dahulu 
karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut : 
a) Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 
sifatnya dengan barang jadi 
b) Pelayanan itu kenyaatannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 
pengaruh yang sifatnya adalah tindak social 
c)  Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 





II.2.4 Hakekat dan Asas Pelayanan Publik 
Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004). 
Asas Pelayanan publik, Untuk dapat memberikan pelayanan yang 
memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan harus memenuhi asas-asas 
pelayanan sebagai berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) : 
1. Trasparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan dapat di sediakan dengan secara memadai serta 
mudah di mengerti. 
2. Akuntabilitas: Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
3.  Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 
4. Partisipatif: Mendorong peran serta mayarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
5. Kesamaan Hak: Tidak diskriminasi dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
6.  Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Secara teoritis, tujuan pelayanan masyarakat pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan prima (pelayanan yang sistematis dan komprehensif). Seperti yang 
dituturkan oleh Atep Adya (2003;30-32) bahwa, Pada awalnya konsep pelayanan 
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prima timbul dari kreatifitas para pelaku bisnis, yang kemudian diikutip oleh 
organisasi-organisasi nirlaba dan instansi pemerintah, sehingga dewasa ini 
budaya pelayanan prima tidak lagi hanya milik dunia bisnis tetapi milik semua 
orang. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan 
prima tidak terlepas dari kemampuan dan pemilihan konsep pendekatannya. Ada 
yang mengembangkan pola pelayanan prima berdasarkan konsep A6, yaitu 
:Ability (Kemampuan), Attitude (sikap), Appearance (penampilan), Attention 
(perhatian), Action (tindakan), Accountability (tanggung jawab). 
1. Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 
mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi 
kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi 
yang efektif, mengembangkan motifasi, dan menggunakan public relations 
sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar 
organisasi atau perusahaan.  
2.  Sikap (Attitude) adalah perilaku atau perangai yang harus di tonjolkan ketika 
menghadapi pelanggan. 
3.  Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat 
fisik saja maupun fisik dan non fisik, yang mampu merefleksikan 
kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.  
4.  Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik 
yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan 
maupun pemahaman atas saran dan kritiknya.  
5.  Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 
dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 
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6. Tanggung jawab (Accountability) adalah suatu sikap keberpihakan kepada 
pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau 
meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 
Paling tidak terdapat empat prinsip dasar yang termuat dalam sebuah 
charter : kualitas, pilihan, standar, dan nilai, namun dalam perkembanganya 
mengalami penambahan. Prinsip dasar yang termaktub di dalam Citizen Charter 
pada dasarnya memuat adanya pengakuan hak-hak public atas layanan yang 
harus diterima karena mereka telah membayar atau melaksanakan kewajibannya 
melalui pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, keseluruhan 
layanan yang diberikan harus dalam keadaan berkualitas tinggi, responsive 
terhadap kebutuhan warga, serta tersedia dengan biaya yang rasional. Lebih 
jauh prinsip dasar tersebut mencakup : 
a) Terdapat standar yang jelas. Artinya setting dan monitoring diungkapkan 
secara eksplisit bagi pengguna sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
b) Informasinya jelas dan terbuka. Isi dari informasi yang diberikan harus 
akurat, tersedia setiap saat dalam bahasa yang sederhana misalnya 
bagaimana cara masyarakat melakukannya dan siapa yang bertanggung 
jawab/petugasny 
c) Terdapat kesamaan. Artinya informasi yang diberikan sama bagi setiap 
pengguna 
d) Tidak memihak. Dalam memberikan pelayanan petugas tidak boleh tidak 
membeda-bedakan 
e) Kontinyuitas. Pelayanan yang diberikan baik kuantitas maupun mutunya 
berkelanjutan atau tetap konsisten 
f) Teratur. mekanisme pelaksanaan pelayanan diberikan runtut dan jelas 
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g) Pilihan. Pemerintah membuka peluang bagi pihak ketiga untuk memberikan 
layanan yang sama ( contracting out) 
h) Konsultasi. Kegiatan konsultasi harus dilaksanakan secara regular dan 
sistematis dengan para pengguna. Pandangan pengguna layanan dan 
prioritas hanya dapat dijadikan sebagai patokan atau standar yang 
diterapkan dalam pelayanan publik 
i) Sopan dan Penolong. Sopan dan suka membantu memberi pelayanan 
kepada pengguna merupakan ciri para pegawai yang bertugas 
memberikan pelayanan. Layanan yang diberikan harus adil bagi siapa saja 
yang memerlukan pelayanan serta dalam suasana dan kondisi yang 
menyenangkan semua pihak. 
j) Perbaikan. Jika dirasa pelaksanaannya salah, maka segera diperbaiki. 
Prosedur keberatan dijelaskan kepada masyarakat sehingga mudah 
dilakukan. Tindak lanjut pelaksanaan keberatan dapat dilakukan internal 
organisasi dan bila tidak mendapatkan titik temu, masyarakat dapat 
menggunakan haknya melalui lembaga independen yang dibentuk khusus 
menangani sengketa pelayanan publik 
k) Ekonomis. Pelayanan publik yang diselenggarakan seyogyanya ekonomis 
dan efisien di dalam konteks kemampuan sumberdaya dan kemampuan 
keuangan Negara 
l) Pengukuran. Pelayanan mesti yang diberikan harus didasarkan atas 
standar dan target yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran tersebut 
dapat menjadi sumber perbaikan agar mutu pelayanan tetap dapat dijaga 




II.3 KONSEP MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK  
 II.3.1 Pengertian Motivasi Pelayanan Publik 
 Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi 
dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. 
Motivasi didasari dengan adanya motif. Motif adalah daya yang timbul dari dalam 
orang yang mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motivasi 
pelayanan publik atau PSM adalah salah satu bentuk atau bagian yang khas dari 
motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, 
nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat (Perry, James L. 1990). Artinya, konsep PSM menunjukkan bahwa 
seorang pegawai publik akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap 
motif yang berorientasikan komunitas dan sikap altruistic. Konsep Motivasi 
pelayanan publik adalah pegawai pemerintah yang memiliki keinginan untuk 
melayani masyarakat. Motivasi pelayanan publik ini penting karena menjelaskan 
mengapa beberapa orang lebih memilih karir di sektor pemerintah dan non-profit 
meskipun di sektor swasta potensi karirnya  secara financial lebih 
menguntungkan.  
 Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada 
konsep publik service motivation (PSM) seperti yang dikembangkan oleh para 
peneliti administrasi publik di Barat. Konsep ini mengandung makna sebagai 
motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat) 
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 Motivasi pelayanan publik atau PSM (public service motivation) sebagai 
kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respons motif yang secara 
umum dan unik terdapat dalam institusi publik, yang meliputi ketertarikan kepada 
pembuatan kebijakan publik, tanggungjawab kepada kepentingan publik, 
perasaan simpati atau kasihan, dan sikap pengorbanan diri (James L.Perry dan 
Wise). Sementara ,Crewson mengemukakan bahwa Motivasi pelayanan publik 
ialah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi masyarakat, 
orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi 
yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan.  
 “The Motivational Bases of Public Service” Public Administration Review 
Motivasi pelayanan publik sangat penting dipahami dan dipertimbangkan dalam 
pelayanan karena ia sangat menentukan keberhasilan seseorang pekerja atau 
pegawai dalam pelaksanaan tugas, terutama pekerja sektor publik (Perry, 
James, L. and Lois Recascino Wise. 1990).  
Konsep motivasi pelayanan publik menurut Vandenabeele (2007) telah 
dikembangkan sebagai pengimbang terhadap motivasi kepentingan diri (self-
interest) yang ditemukan dalam teori pilihan rasional. Sedangkan menurut 
Willem, Vos, dan Buelens konsep motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk 
menunjukkan motivasi yang berasaskan nilai-nilai dan sikap yang melampaui 
kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi. Crewson mengemukakan 
bahwa Motivasi pelayanan publik adalah orientasi pelayanan seseorang individu, 
minus orientasi ekonomis supaya berguna bagi masyarakat, orientasi untuk 
menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat 
intrinsik atau yang berorientasi pelayanan (service orientation). Setiap pegawai 
sektor publik memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata hanya 
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dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan bukan untuk kepentingan 
dan kebutuhan pribadi semata-mata atau untuk kepentingan yang bersifat 
ekstrinsik.  
 Salah satu temuan yang paling penting dalam penelitian menyangkut 
Motivasi pelayanan publik ini adalah hasil penelitian Perry dan Wise terhadap 
para pegawai sektor publik dan para pekerja sukarela (volunteers) di Amerika 
Serikat. Kedua sarjana ini telah berhasil memberikan dan mendudukkan definisi 
atau konsep Motivasi pelayanan publik dan alat ukur yang berbeda dari konsep 
lain yang berkaitan dengan motivasi pada umumnya. Selain itu, menurut Perry 
dan Wise, individu yang mempunyai tingkat Motivasi pelayanan publik yang tinggi 
akan tertarik kepada pekerjaan pelayanan publik karena berbagai sebab, seperti 
kepentingan diri pribadi, pertimbangan etika, atau peluapan emosi. Mereka 
berasumsi bahwa Motivasi pelayanan publik berkaitan erat dengan 
kecenderungan bekerja, prestasi kerja, dan pilihan kerja dari seseorang pegawai. 
 Motivasi pelayanan publik membangun  teori motivasi yang berasal dari 
tiga jenis motif:  afektif, normatif, dan rasional (Brewer, Selden, dan Facer 2000, 
Perry dan Wise 1990).  Dari dimensi afektif, hal ini diklaim bahwa individu tertarik 
pada pelayanan publik seperti keyakinan tentang pentingnya pelayanan publik. 
Perspektif normatif menunjukkan daya tarik didasarkan pada alasan etis seperti 
ekuitas dan keadilan, sedangkan perspektif rasional menunjukkan dasar  yang 
sejalan dengan kepentingan individu untuk tertarik pada pembuatan kebijakan 
untuk mempromosikan kepentingan publik (Perry dan Wise 1990).  
 Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan kepentingan 
orang lain atau kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri 
Berdasarkan atas rangka kerja ini, Perry seterusnya mengembangkan skala 
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pengukuran yang terkenal dan dapat mengukur tingkat Motivasi pelayanan publik 
berdasarkan empat tipologi nilai, yaitu: 1) ketertarikan terhadap pembuatan 
kebijakan publik (attraction to publik policy making), 2) komitmen terhadap 
kepentingan publik (commitment to public interest), 3) perasaan simpati atau 
kasihan (compassion), 4) dan  pengorbanan diri (self-sacrifice).  
Sementara menurut Rainey (1997), selama lebih dari tiga dekade yang 
lalu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai di sektor publik 
menempatkan penilaian lebih rendah terhadap ganjaran keuangan dan 
menempatkan penilaian lebih tinggi terhadap sifat altruistic atau motif yang 
berkenaan dengan pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik merupakan 
karakteristik atau ciri khas dan sepatutnya terdapat di kalangan pegawai publik. 
Namun bukan berarti bahwa ia hanya semata-mata terdapat di kalangan 
pegawai sektor publik saja.  
 Berbagai hasil penelitian tentang Motivasi pelayanan publik di negara-
negara maju, terutama Negara negara Barat, menunjukkan bahwa terbentuknya 
motivasi setiap individu untuk memilih pekerjaan sebagai pekerja publik 
dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan atau latar belakang kehidupan 
setiap individu yang bersangkutan latar belakang organisasi (organizational 
antecedent) 
 Dalam salah satu kajian Perry dijelaskan pula bahwa motivasi pelayanan 
publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dari seseorang individu yang 
berkenaan dengan lima perkara, yaitu: 1) Sosialisasi dalam keluarga 
(Parental/Family Socialization), 2) Sosialisasi Agama (Reli-gious Socialization), 
3) Profesionalisme (Professional Identification), 4) Ideologi Politik (Political Ideo-
logy), dan 5) Korelasi atau karakteristik Demografi (Demographic Correlates).  
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Menurut Perry, perbedaan ideologi telah menyebabkan perbedaan tingkat 
motivasi dalam pelayanan publik. Pegawai yang berpaham atau berhaluan politik 
liberal lebih bermotivasi dibandingkan mereka yang berhaluan politik konservatif. 
Artinya, semakin liberal haluan ideologi seseorang maka akan semakin positif 
pula hubungannya terhadap motivasinya dalam pelayanan publik. Sedangkan 
Lewis dan Frank yang juga melakukan penelitian di Amerika Serikat dan 
mengungkapkan bahwa faktor ideologi politik mempunyai hubungan dengan 
tingkat motivasi seorang pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Ada 
indikasi bahwa orang-orang beraliran (berhaluan) politik Demokrat di Amerika 
lebih menyukai pekerjaan atau pelayanan di  sektor publik dibandingkan orang-
orang yang berasal dari atau berhaluan politik Republik. 
Rainey dan dan Steinbauer mengungkapkan bahwa Motivasi pelayanan 
publik adalah motivasi umum yang dimiliki oleh seorang birokrat untuk 
mementingkan kepentingan masyarakat guna melayani kebutuhan masyarakat, 
bangsa, negara atau demi kemanusian. Sementara itu, Vandenabeele, 
Scheepers dan Hondeghem mendefinisikan Motivasi pelayanan publik sebagai 
suatu kepercayaan (belief), nilai-nilai (values) dan sikap (attitudes) yang 
didasarkan atas kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi yang concern 
terhadap kepentingan entitas politik yang lebih luas dan yang mendorong melalui 
interaksi dengan publik serta motivasi untuk mencapai target. 
 Motivasi merupakan konsep yang interaktif dan saling terkait dengan 
beberapa variable. Motivasi terbentuk karena adanya kepercayaan, nilai-nilai dan 
sikap, serta kemungkinan (peluang) yang akan diterima oleh seorang pegawai. 
Motivasi inilah nantinya yang akan tercermin dalam perilaku sehari-hari para 
pegawai. Beliefs adalah seperangkat kepercayaan yang dimiliki setiap pegawai. 
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Values berarti system nilai yang dianut pegawai. Sedangkan, attitudes adalah 
sikap atau watak pegawai. Motivasi yang tinggi dapat dapat dimiliki oleh seorang 
pegawai yang memiliki beliefs, values, dan attitudes yang positif serta ditunjang 
dengan kemungkinan-kemungkinan yang diharapakan bisa tercapai. 
Gambar 1. Motivasi sebagai Konsep yang interaktif 
 
 
Sumber : Vandenabeele, Scheepers dan Hondeghem (2006:15) 
Dalam perspektif Motivasi pelayanan publik, pelayanan publik 
diasosiasikan sebagai pemilik motif yang memiliki citra positif. Motif yang  
dimaksudkan disini adalah kekurangan psikologis atau kebutuhan yang 
memaksa individu untuk mengeleminasinya. Motivasi pelayanan publik adalah 
bagian dari proses perilaku yang mewarnai motif pelayanan publik berperilaku 
yang menguntungkan publik. Seorang pegawai sektor publik memiliki jiwa dan 
semangat untuk memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya karena dia 
telah ditunjuk sebagai pemegang tanggung jawab sebagai pelayanan 
masyarakat. Oleh karena itu, motivasi yang harus dimiliki seorang pegawai 
sektor publik adalah motivasi untuk bekerja sebaik-baiknya dalam memberikan 
pelayanan kepada publik, bukan berorientasi pada kepentingan individu maupun 
golongan. 
Motivasi pegawai sektor publik dalam perspektif teori Motivasi pelayanan 
publik dibentuk oleh faktor reward instrinsik dan ekstrinsik. Reward instrinsik 
merupakan kepuasan seorang pegawai sektor publik karena telah melakukan 







Sedangkan reward ekstrinsik adalah reward yang diterima oleh pegawai sektor 
publik dari pemerintah, seperti kenaikan gaji,promosi,keamanan kerja, status dan 
prestise.  
Konsep Motivasi pelayanan publik sebagai bagian khas dari motivasi 
yang menempatkan kepentingan orang lain/kepentingan umum diatas 
kepentingan dirinya sendiri adalah merupakan konsep yang cocok digunakan 
untuk menganalisis fenomena yang ada di Indonesia khususnya Kota Makassar. 
Hal ini dilatarbelakangi dengan pandangan bahwa seorang pegawai memiliki 
motif untuk mengabdi kepada masyarakat dengan tulus dan sepenuh hati 
melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya sebagai pegawai negeri sipil 
yang pada hakekatnya bertugas melayani masyarakat. Pegawai sektor publik 
bukanlah semata-mata makhluk ekonomi yang dapat dinilai kerja kerasnya 
dengan uang melainkan dapat pula dinilai dengan kepuasan batin karena telah 
melakukan suatu hal yang baik untuk kepentingan orang banyak. 
II.3.2 Perilaku dalam Motivasi Pelayanan Publik 
Konsep motivasi pelayanan publik adalah konsep yang interaktif dan 
dibentuk oleh tiga domain, yaitu institusi, pegawai sektor publik/PNS, dan 
perilaku. Institusi yang dimaksud disini adalah budaya, system dan mekanisme 
kerja yang terdapat pada suatu organisasi publik .Pribadi pegawai sendiri 
menunjukkan watak dan karakter masing-masing individu pegawai. Watak dan 
karakter ini menjadi identitas masing-masing pegawai sektor publik dapat dilihat 
dari aktivitasnya. Sedangkan, perilaku adalah citra (image) yang keluar sebagai 
output dari budaya organisasi dan karakter individu pegawai. Perilaku 
merupakan wujud dari perpaduan antara budaya, system dan mekanisme kerja 
yang ditransmisikan kepada masing-masing pegawai dan berkolaborasi dengan 
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ciri atau watak pegawai itu sendiri. Perilaku pegawai yang baik terbentuk karena 
secara institusi, organisasinya juga memiliki budaya, aturan (regulasi) dan 
system yang jelas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki 
karakter yang baik. Dari konsep ini, kita dapat mengetahui bahwa motivasi 
seorang pegawai sektor publik dibentuk karena proses interaksi institusi dan 
pribadi pegawai. 
Perilaku pegawai sektor publik merupakan output yang dapat menjadi 
indikator penilaian tingkat motivasi pelayanan publik seorang pegawai, hal ini 
didasari pemikiran bahwa perilaku merupakan wujud dari perpaduan 
keinstitusian/institusi dan watak pegawai itu sendiri. Perilaku juga merupakan 
hasil akhir yang diharapkan dapat ditingkatkan guna perbaikan dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik. 
Perilaku yang baik berdasarkan konsep Motivasi Pelayanan Publik 
adalah perilaku yang mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan 
kepentingan dirinya sendiri. Perilaku yang baik ini dapat tercermin melalui sikap 
dan aktivitasnya dalam menjalankan tugasnya melayani kebutuhan masyarakat.  
Perilaku dalam motivasi pelayanan publik dipengaruhi oleh peran 
institusi dan keberadaan institusi itu sendiri. Menurut March dan Olsen (1995) 
institusi tidak hanya mengidentifikasi dan membatasi perilaku alternatif perilaku 
individu, tetapi juga menjadi model preferensi individu. Ini berarti bahwa institusi 
langsung dan tidak langsung mempengaruhi motif perilaku indivdu. March dan 
Olsen (1989) berpendapat bahwa institusi menyampaikan standar perilaku 
individu. Standar ini membentuk bagaimana individu seharusnya bertindak. Hal 
ini ditunjukkan dalam „rutinitas, prosedur, konvensi, bentuk organisasi dan 
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teknologi‟ disekitar perilaku dibangun dan merujuk kepada 
„keyakinan/kepercayaan, paradigma, kode, kebudayaan dan pengetahuan‟.  
Konstruksi motivasi pelayanan publik dimulai pada tingkat institusi dan 
bagaimana motivasi menjadi akar atau dasar dari content institusi. Penengah 
antara institusi dan perilaku individu adalah konsep diri dan identitas 
penyusunnya. 










Sumber: Perry dan Vandenabeele (2008:57) 
 Mekanisme transimisi institusi publik terdiri atas 3 yaitu; sosialisasi, 
identifikasi sosial, budaya preferensi dan pembelajaran sosial. Melalui sosialisasi, 
institusi dipelihara dan dibagikan kepada peserta atau anggota. Untuk 
keterangan kelembagaan yang lebih rinci, Berger dan Luckmann‟s dengan 
Realita Konstruksi Sosial. Melaui fase eksternalisasi, objektifikasi dan 
Institution 
Self 
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internalisasi – dan dengan cara mekanisme kontrol – individu disosialisasikan 
kedalam anggota institusi. Melalui identifikasi sosial, institusi didukung oleh 
anggotanya dengan menginternalisasi nilai, norma sikap dan struktur 
kelembagaan. Melalui budaya, individu belajar dari norma-norma yang 
mempengaruhi perilaku. Menurut (Oscar, 1998) Norma-norma didefenisikan 
sebagai penilaian internal - positif atau negatif – untuk mengambil jenis tindakan 
tertentu. Melalui pembelajaran sosial, pembelajaran sosial adalah proses dimana 
nilai-nilai dan pole perilaku ditransmisikan. Bandura menjelaskan „dengan 
mengamati orang lain, bentuk aturan perilaku, dan peristiwa di masa depan akan 
menjadi kode yang berfungsi sebagai panduan untuk mengambil tindakan. 
 Perilaku dalam motivasi pelayanan publik selain dipengaruhi oleh 
lembaga juga dipengaruhi oleh diri atau watak pelaku itu sendiri. Konsep diri dan 
identitas adalah dua hal penting yang menghubungkan antara institusi dan 
perilaku. Identitas adalah unsur penting dalam diri. Adapun regulasi diri dalam 
motivasi pelayanan publik menurut Bandura (1986) adalah fungsi dari 3 sub 
fungsi yaitu self-observation, judgmental processes, dan self-reaction. Self 
observation adalah proses pengamatan diri yang dilakuakn dengan 
menggunakan panca indera terhadap diri sendiri maupun objek-objek lainnya. 
Judgmental proses adalah proses penentuan hasil pengamatan yang telah 
dilakukan sebelumnya, pada proses ini individu secara kolektif menghimpun 
segala hasil pengamatannya untuk dijustifikasi agar menghasilkan tindakan yang 
diinginkan. Self reaction adalah proses penyampaian hasil pengamatan dan 




 II.3.3 Tipologi Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik 
Motivasi pelayanan publik (PSM) didefenisikan sebagai kecenderungan 
individu untuk memberikan respons motif yang secara umum dan unik terdapat 
dalam institusi publik. Dasar dari pembentukan tipologi motivasi pelayanan publik 
ialah motif pelayanan publik. Menurut Knocke dan Wright-Isak (1982), motif yang 
dimaksud dibagi atas tiga kategori analisis yang berbeda yaitu: rasional, normatif 
dan afektif. Motif rasional melibatkan tindakan yang didasarkan pada 
peningkatan kegunaan individu. Motif normatif merujuk pada tindakan-tindakan 
yang dihasilkan oleh upaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Motif 
afektif merujuk pada perilaku yang didasarkan pada tanggapan emosional atas 
berbagai konteks sosial. 
Tipologi motivasi pelayanan publik terbagi atas 4 yakni ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan publik, rasa empati 
dan pengorbanan diri. Keempat tipologi ini dijabarkan dari motif pelayanan publik 
menurut Knocke dan Wright-Isak (1982) yang terbagi atas motif rasional, normatif 
dan afektif. Motif Rasional menunjukkan dasar  yang sejalan dengan kepentingan 
individu untuk tertarik pada pembuatan kebijakan untuk mempromosikan 
kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ketertarikan pada pembuatan 
kebijakan publik dalam motivasi pelayanan publik. Motif normatif menunjukkan 
daya tarik didasarkan pada alasan etis seperti ekuitas dan keadilan. Hal ini 
sesuai dengan nilai komitmen pada kepentingan publik dalam motivasi 
pelayanan publik. Motif afektif, hal ini diklaim bahwa individu tertarik pada 
pelayanan publik seperti keyakinan tentang pentingnya pelayanan publik. Hal ini 
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sesuai dengan nilai empati dan pengorbanan diri dalam motivasi pelayanan 
publik. 






Ada 4 tipologi  nilai-nilai motivasi pelayanan publik menurut Perry dan Wise 
(1990):  
1. Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik (Attraction to public policy 
making), menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk 
mencapai prestasi. Adapun indikatornya ialah pandangan terhadap proses 
politik dalam pembuatan kebijakan publik, ketertarikan terhadap kehidupan 
para politisi, ketertarikan pada proses yang bersih dalam proses politik 
pembuatan kebijakan publik.  
Kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak 
dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan 
apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang 
menyeluruh agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi 
warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan 
yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada 
yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam 
menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).  
Adapun tahapan kebijakan publik menurut Willian Dunn (2003) ialah: 
PUBLICE SERVICE MOTIVES 
Rational  
Participation in the process of policy formulation 
Commitment to a public program because of personal identification 
Advocacy for a special or private interest 
Norm-Based 
A desire to serve the public interest 
Loyalty to duty and to the government as a whole 
Social equity 
Affective  
Commitment to a program from a genuine conviction about its social importance 
Patriotism of benevolence 
 





a) Penyusunan Agenda atau Agenda setting adalah sebuah fase dan 
proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam 
proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut 
sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 
dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status 
sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda 
publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya 
publik yang lebih daripada isu lain. 
b) Formulasi kebijakan, dalam tahapan ini masalah yang sudah masuk 
dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat 
kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 
pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut 
berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 
Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam 
agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing 
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil 
untuk memecahkan masalah. 
c) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, adapun tujuan dari legitimasi adalah 
untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika 
tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan 
rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Legitimasi 
dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana 
melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 
d) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan 
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 
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penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 
dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan 
fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada 
tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses 
kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap 
perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang 
diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, 
maupun tahap dampak kebijakan. 
2. Komitmen pada kepentingan publik (Commitmen to public interest) adalah  
motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa 
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu 
indikatornya adalah Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungan 
sekitarnya, Berkontribusi terhadap lingkungan sekitar tanpa ada rasa egois, 
Kesadaran akan pentingnya makna pelayanan publik, Menempatkan 
kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri sendiri, dan Kesadaran 
bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab terhadap negara. 
3. Sifat empati (Compassion) adalah  keinginan untuk menolong orang lain. 
Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain 
(altruism), indikatornya adalah Perasaan empati terhadap nasib orang-orang 
yang kurang beruntung, Ketertarikan terhadap program-program sosial, 
Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam kesusahan, Kesadaran bahwa 
patriotisme adalah bagaimana melihat orang lain sejahtera, Perhatian 
terhadap kesejahteraan orang lain meskipun tidak dikenal secara personal, 
Kesadaran bahwa hidup kita selalu bergantung terhadap satu sama lain, 
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Perasaan kasihan terhadap orang-orang yang tidak mau membantu dirinya 
sendiri, dan Dukungan terhadap program-program untuk kepentingan publik. 
4. Pengorbanan diri (Self-sacrifice), adalah mencakupi sikap kecintaan pada 
tanah air (patriotism), indikatornya adalah  Keyakinan untuk membuat 
perubahan dalam masyarakat, Selalu mendahulukan tugas kantor 
dibandingkan kepentingan diri sendiri, Selalu mengutamakan pemberian 
pelayanan yang baik kepada masyarakat dibandingkan pemenuhan 
kebutuhan finansial, Pandangan bahwa apa yang dikerjakan adalah untuk 
kepentingan yang lebih besar, Perasaan senang ketika melayani 
masyarakat, Memiliki pandangan bahwa kita harus lebih banyak memberi 
kepada masyarakat dibandingkan apa yang telah masyarakat berikan, Rela 
mengambil resiko untuk kepentingan orang lain, dan Siap berkorban demi 
kepentingan masyarakat. 
Pendapat ini juga didukung oleh Brewer et.al. (2000) yang 
mengungkapkan bahwa sebagian individu memiliki norma dan emosi yang kuat 
untuk mengabdi pada sektor publik Motivasi atau etika pelayanan publik ini 
dipandang dapat menarik individu-individu tertentu untuk mengabdi di sektor 
publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (work behavior) yang konsisten 
dengan kepentingan publik.  
Lebih lanjut lagi Perry menjelaskan motivasi pelayanan publik tidak 
memandang faktor reward sebagai instrument penting dalam meningkatkan 
motivasi PNS karena motivasi dibentuk oleh faktor instrinsik dan ekstrinsik. 
Selama ini, pemerintah cenderung hanya menekankan pada faktor ekstrinsik, 
yaitu dengan menaikkan gaji, tunjangan, promosi tanpa memperhatikan faktor 
kepuasan pegawai sektor publik terhadap pekerjaannya. Sudah bisa ditebak 
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bahwa hasilnya tidak akan efektif karena pegawai sektor publik diposisikan 
sebagai manusia ekonomi yang hanya mementingkan aspek materi semata. 
Padahal, pegawai sektor publik juga ingin dihargai eksistensinya, ingin 
mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, 
sehingga mereka puas telah mengabdi kepada bangsa dan Negara. Artinya, 
pegawai sektor publik memiliki nilai-nilai altruism, yakni nilai-nilai mengerjakan 
sesuatu demi kepentingan orang banyak 
Begitu pula motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat dengan 
sikap atau sifat altruisme, yaitu suatu sifat dan perilaku yang suka menolong 
orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya semata-mata termotivasi 
untuk mensejahterakan orang lain atau rakyat pada umumnya. Seseorang yang 
memiliki sifat altruisme berarti ia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak pernah 
menuntut imbalan atau bayaran dari sesuatu yang ia kerjakan untuk orang lain. 
Orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini akan bersikap dan berperilaku 
hanya semata-mata ingin menolong dan memberi keuntungan kepada orang lain.  
Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki sifat-
sifat patriotisme atau nasionalisme dan altruisme akan memungkinkannya untuk 
mempunyai tingkat motivasi pelayanan publik yang lebih tinggi dibandingkan 
yang lain, karena seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini pastilah akan 
lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan berusaha untuk menyingkirkan 
kepentingan diri sendiri. 
Dalam penelitian ini, keempat nilai-nilai motivasi pelayanan publik yakni 
ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan pengorbanan diri inilah yang menjadi dasar pengukuran 
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tipologi motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar. 
II.4 KERANGKA KONSEP 
Pelayanan publik ialah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan 
pelayanan publik, motivasi sangatlah dibutuhkan, salah satu diantaranya ialah 
motivasi pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik adalah salah satu bentuk 
atau bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi 
yang mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan 
pribadi dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk 
berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada 
kesejahteraan organisasi dan masyarakat.  
Adapun nilai-nilai motivasi publik didasarkan pada motif pelayanan 
publik Knocke dan Wright-Isak (1982) yang terbagi atas motif rasional, motif 
normatif dan motif afektif. Adapun tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan publik 
menurut Perry dan Wise (1990) yaitu ketertarikan pada pembuatan kebijakan 
publik, komitmen pada kepentingan publik, rasa empati dan pengorbanan diri. 
Empat nilai-nilai dalam motivasi pelayanan publik inilah yang menjadi dasar 
pengukuran untuk mengetahui bagaimana tipologi motivasi pelayanan publik di 

























































III.1 Pendekatan Penelitian 
Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan 
berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini asumsi yang 
ada tidak dengan memasukkan nilai-nilai objektif individu melainkan berdasarkan 
teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif yang menggunakan data kuantitatif dan didukung oleh data kualitatif. 
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 
diangkakan. Data kualitatiif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam 
skala pengukuran.  
III.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan 
penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 
perbandingan. Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Berdasarkan teknik 
pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian survei, dimana dalam 




III.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
 III.3.1. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 
kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Dalam mengumpulkan data primer 
dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
1. Kuesioner 
Kuesioner (Questionnaire) adalah salah satu alat ukur dalam penelitian 
untuk melihat fenomena yang ada. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011:142). Dalam penelitian ini 
cara pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlaj pertanyaan yang 
telah tersedia jawabannya. 
2. Observasi 
Observasi Yaitu suatu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. 
Usaha ini dilakukan untuk melihat secara langsung terhadap kenyataan yang 
sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. 
3. Studi dokumen 
Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, tabel, 
karya tulis ilmiah maupun dokumen perarutan pemerintah dan undang-undang 
yang telah tersedia yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. 
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 III.3.2. Data Sekunder 
 Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik 
oleh pengumpul data primer maupun pihak-pihak lain, misalnya dalam bentuk 
tabel atau diagram. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku,jurnal, dan 
sumber-sumber lain yang terkait dengan judul penelitian. 
III.4 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal , instansi ini berlokasi di Jl. Urip Sumaharjo No.8, Kompleks Gabungan 
Dinas, Makassar. Dengan pertimbangan memudahkan penulis dalam 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhirnya waktu, tenaga 
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Subjek Penelitian adalah pegawai di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
III.5 Defenisi  
 III.5.1. Defenisi Operasional 
1. Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik (Attraction to public 
policy making), menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi 
untuk mencapai prestasi. Adapun indikator nya ialah Pandangan terhadap 
proses politik dalam pembuatan kebijakan publik, Ketertarikan terhadap 
kehidupan para politisi, Ketertarikan pada proses yang bersih dalam proses 
politik pembuatan kebijakan publik 
2. Komitmen pada kepentingan publik (Commitmen to public interest) 
adalah  motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat 
berupa kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu 
indikatornya adalah Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungan 
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sekitarnya, Berkontribusi terhadap lingkungan sekitar tanpa ada rasa egois, 
Kesadaran akan pentingnya makna pelayanan publik, Menempatkan 
kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri sendiri, dan Kesadaran 
bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab terhadap negara. 
3. Sifat empati (Compassion) adalah  keinginan untuk menolong orang lain. 
Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain 
(altruism), indikatornya adalah Perasaan empati terhadap nasib orang-orang 
yang kurang beruntung, Ketertarikan terhadap program-program sosial, 
Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam kesusahan, Kesadaran bahwa 
patriotisme adalah bagaimana melihat orang lain sejahtera, Perhatian 
terhadap kesejahteraan orang lain meskipun tidak dikenal secara personal, 
Kesadaran bahwa hidup kita selalu bergantung terhadap satu sama lain, 
Perasaan kasihan terhadap orang-orang yang tidak mau membantu dirinya 
sendiri, dan Dukungan terhadap program-program untuk kepentingan publik. 
4. Pengorbanan diri (Self-sacrifice), adalah mencakupi sikap kecintaan pada 
tanah air (patriotism), indikatornya adalah  Keyakinan untuk membuat 
perubahan dalam masyarakat, Selalu mendahulukan tugas kantor 
dibandingkan kepentingan diri sendiri, Selalu mengutamakan pemberian 
pelayanan yang baik kepada masyarakat dibandingkan pemenuhan 
kebutuhan finansial, Pandangan bahwa apa yang dikerjakan adalah untuk 
kepentingan yang lebih besar, Perasaan senang ketika melayani 
masyarakat, Memiliki pandangan bahwa kita harus lebih banyak memberi 
kepada masyarakat dibandingkan apa yang telah masyarakat berikan, Rela 











kebijakan publik  
1. Pandangan terhadap proses politik dalam 
pembuatan kebijakan publik,  
2. Ketertarikan terhadap kehidupan para politisi  
3. Ketertarikan pada proses yang bersih dalam 
proses politik pembuatan kebijakan publik 
Komitmen pada 
kepentingan publik 
1. Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi 
dilingkungan sekitarnya,  
2. Kontribusi terhadap lingkungan sekitar  
3. Kesadaran akan pentingnya makna pelayanan 
publik,  
4. Menempatkan kepentingan masyarakat diatas 
kepentingan diri sendiri, dan  
5. Kesadaran bahwa pelayanan publik adalah 
tanggung jawab terhadap negara. 
Rasa empati 1. Perasaan empati terhadap nasib orang-orang 
yang kurang beruntung,  
2. Ketertarikan terhadap program-program 
sosial,  
3. Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam 
kesusahan,  
4. Kesadaran bahwa patriotisme adalah 
bagaimana melihat orang lain sejahtera,  
5. Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain 
meskipun tidak dikenal secara personal,  
6. Kesadaran bahwa hidup kita selalu 
bergantung terhadap satu sama lain,  
7. Perasaan kasihan terhadap orang-orang yang 
tidak mau membantu dirinya sendiri, dan  
8. Dukungan terhadap program-program untuk 
kepentingan publik 
Pengorbanan diri   1. Keyakinan untuk membuat perubahan dalam 
masyarakat.  
2. Selalu mendahulukan tugas kantor 
dibandingkan kepentingan diri sendiri,  
3. Selalu mengutamakan pemberian pelayanan 
yang baik kepada masyarakat dibandingkan 
pemenuhan kebutuhan finansial, 
4. Pandangan bahwa apa yang dikerjakan 
adalah untuk kepentingan yang lebih besar.  
5. Perasaan senang ketika melayani masyarakat  
6. Memiliki pandangan bahwa kita harus lebih 
banyak memberi kepada masyarakat 
dibandingkan apa yang telah masyarakat 
berikan,  
7. Rela mengambil resiko untuk kepentingan 
orang lain, dan  





III.5 Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal. Sedangkan sampel adalah bagian populasi 
yang ingin diteliti. Sampel juga merupakan bagian atau sejumlah cuplikan 
tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.  
 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 
non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik penarikan sampel yang 
digunakan ialah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini adalah karena 
fokus penelitian mengenai motivasi pelayanan publik maka, sampel sumber data 
yang relevan ialah pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil. 
Adapun jumlah pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah 87 orang. Maka, sampel dalam penelitian ini ialah 
seluruh jumlah pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal kota Makassar yakni 43 orang. 
III.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses  
pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian 
menganilisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data 
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P = F X 100%  
        N 
X= Σ( F.X) x 100%  
          N  
 
dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
dan menyajikannya dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku umum. Adapun rumus yang digunakan untuk 
menganalisis tabel yaitu :  
 Keterangan :  
P = persentase (%)  
F = frekuensi  
X = Rata - rata  
Σ(F.X) =Jumlah skor kategori jawaban  
N = Jumlah responden  
 Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah 
kuesioner yang dibuat berdasarkan Skala Likert. Skala Likert banyak digunakan 
dalam penelitian yang menggunakan metode survei. Jawaban setiap item 
instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradiasi dari sangat positif 
sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju, 
setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis 
kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Dalam penelitian ini, setiap 
indikator dinilai dengan menggunakan skala likert, dan kesimpulan setiap dimensi 
disusunkan rentang nilai dengan tetap menggunakan skala likert dalam 
pengkategorian setiap dimensi tersebut sehingga dapat diperoleh tipologi dari 
nilai-nilai motivasi pelayanan publik pada lokasi penelitian. 
Tabel 3.1 












Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung, CV.ALFABETA, 2006) 
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Untuk penilaian terhadap 4 (empat) nilai pada penelitian ini, berikut adalah 
rentang nilai untuk melihat kategori setiap nilai : 
Tabel 3.2 
Rentang Nilai Ketertarikan Pada Pembuatan Kebijakan Publik 
Rentang nilai Kategori 
120 – 216  Sangat rendah  
217 – 313  Rendah  
314 – 410  Sedang  
411 – 507  Tinggi  
508 – 604  Sangat tinggi 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Tabel 3.3 
Rentang Nilai Komitmen Pada Kepentingan Publik 
Rentang nilai Kategori 
200 – 360 Sangat rendah  
361 – 521   Rendah  
522 – 682  Sedang  
683 – 843   Tinggi  
844 – 1004   Sangat tinggi 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Tabel 3.4 
Rentang Nilai Rasa Empati 
Rentang nilai Kategori 
320 – 576   Sangat rendah  
577 – 833   Rendah  
834 – 1090   Sedang  
1091 – 1347   Tinggi  
1348 – 1604   Sangat tinggi 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Tabel 3.5 
Rentang Nilai Pengorbanan Diri 
Rentang nilai Kategori 
320 – 576   Sangat rendah  
577 – 833   Rendah  
834 – 1090   Sedang  
1091 – 1347   Tinggi  
1348 – 1604   Sangat tinggi 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah 
salah satu instansi yang dibentuk dengan harapan dapat mempercepat upaya 
mensejahterakan masyarakat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur 
pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam 
kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan 
mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan 
guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu 
bekerja sebagai wira usaha yang mandiri. 
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar  adalah antara lain merumuskan kebijakan 
teknis  pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman 
modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada 
potensi daerah. 
IV.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal) Kota Makassar 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) 
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dan Peraturan Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di 
Kota Makassar.  
Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala 
Walikota Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :  
2.1.1. Tugas Pokok : 
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan 
tugas-tugas Pemerintahan pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan 
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar.  
2.1.2 .Fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan penanaman modal ; 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta 
kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman 
modal ; 
c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penananman modal 
dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan 
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal ; 
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinthan 
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daerah di bidang perizinan dan non perizinan ; 
f. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi,  
pemrosesan/pengolahan dan pelaporan penyelenggaran 
perizinan dan non perizinan ; 
g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan 
penyelesaian atas pengaduan ; 
h. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman 
Modal ; 
i. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian 
teknis  perizinan melalui Tim teknis  
j. Perumusan, pengembangan dan pengendalian 
penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan 
kewenangannya ; 
k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya ; 
l. Pelaksanaan kesekretariatan ; 
m. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
IV.1.2 Visi dan Misi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal) Kota Makassar 
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar yakni VISI : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif 
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Bagi Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal 
Yang Berkelas Dunia. Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan  dan 
Penanaman Modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi. 
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
penerapan teknologi informasi. 
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan 
sistem reward dan Punishment. 







IV.1.3 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 





Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Sebagai 
berikut: 
1. Kepala Badan  
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok 
sesuai Kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan 
mengendaliakan tugas-tugas Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Kepala Badan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan 
administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada 
masyarakat; 
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang 
penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi 
terkait; 
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan 
pungutan biaya perizinan dan pembukuan; 
d. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan 
pengkoordinasian dan penyusunan program pendataan izin dan 
pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administrative bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Bdan Periainan 
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Terpadu dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  
a. pengelolaan ketatausahaan Badan; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; 
c. pelaksanaan urusan keuangan Badan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan; 
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan.  
2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas 
teknis ketatusahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan urusan rumah tangga Badan.  
2.2 Subbagian Keuangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan 
tugas teknis keuangan.  
2.3 Subbagian Perlengkapan  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas 
teknis perlengkapan, membuat laporan seta mengevaluasi semua 
pengadaan barang. 
3. Bidang Pelayanan Perizinan  
Bidang Pelayanan Perizinan mrempunyai tugas menyusun 
rencana, meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, bidang 
pelayanan menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Perizinan; 
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b. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan; 
c. perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program 
Bidang Pelayanan Perizinan; 
d. penyusunan perencanaan Bidang Pelayanan Perizinan; 
e. pelaksanaan monitoring program Bidang Pelayanan  Perizinan; 
f. penginventarisasian permasalahanyang timbul dan merumuskan 
langkah-langkah pemecahannya; 
g. pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai 
sasaran yang telah ditetapkan; 
h. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang 
Pelayanan Perizinan; 
i. pengkoordinasian internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta 
koordinasi eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan 
rencana dan program Bidang Pelayanan Perizinan; 
j. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
3.1 Subbidang Informasi dan Pengaduan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah bahan dan data 
terkait informasi dan pengaduan terkait perizinan. 
3.2 Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, 
melakukan penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan 






4. Bidang Pengolahan Perizinan  
Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pemrosesan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta 
penetapan SKRD. Bidang pengolahan perizinan menyelenggarakan 
fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengolahan Perizinan; 
b. perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program 
pembangunan di bidang Pengolahan Perizinan; 
c. Penyusunan rencana, program dan kegiatan  Bidang Pengolahan 
Perizinan; 
d. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan;  
e. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang  Pelayanan 
Perijinan; 
f. Pelaksanaan pelayanan perijinan; 
g. Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan 
permohonan Ijin; 
h. Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;  
i. Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap 
permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan; 
j. Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan 
konsep Surat Keputusan Perijinan; 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 
bidang pelayanan perijinan;  
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l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan 
kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan I. 
m. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
administrasi pelayanan perizinan;  
n. melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan pengelolaan 
administrasi urusan tertentu. 
5. Bidang Penanaman Modal  
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 
pengakajian, penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil 
investasi daerah dalam rangka kerjasama antar daerah dalam luar 
negeri. Bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Modal; 
b. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan penanaman 
modal daerah; 
c. melaksanakan pengkajian dan penelitian mengenai potensi 
penanaman modal daerah; 
d. melaksanakan penyusunan profil investasi daerah; 
e. melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai 
dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-
bidang usaha unggulan/prioritas; 
f. melaksanakan  konsultasi, bimbingan dan pengendalian teknis 
pemberian persetujuan proyek baru, perluasan PMDN dan 




g. melaksanakan pengumpulan dan mengsistematisasikan data 
peruntukan tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata 
guna tanah; 
h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal; 
i. melaksanakan promosi potensi daerah; 
j. melaksanakan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dalam 
bidang penanaman modal; 
k. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5.1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan pengkajian dan 
penelitian potensi daerah, menyusun profil investasi daerah serta 
menyusun laporan. 
5.2. Subbidang Promosi dan Investasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana dan mendorong 
pengembangan dunia usaha serta transformasi potensi daerah 
menjadi kekuatan ekonomi melalui promosi potensi dan peluang 
investansi di dalam negeri dan luar negeri. 
6. Bidang Data dan Pengendalian  
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan 
regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman 
modal. Bidang data dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Pengendalian; 
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b. penyusunan bahan pengelolaan Data, Dokumentasi dan Penerapan 
teknologi informasi; 
c. pengelolaan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan 
penanaman modal; 
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
6.1. Subbidang Data,Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi dan 
penerapan teknologi informasi.  
6.2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan data dan 
bahan terkait regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan 
dan penanaman modal.  
IV.1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar salah satu faktor yang penting adalah faktor 
Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2014 
ialah sebanyak 87 orang. Dengan presentase 44 tenaga kontrak dan 43 pegawai 
negeri sipil. 
Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas 
atau pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan 
tersebut. Untuk mengetahui keadaan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut : 
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1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Dalam pelaksanaan tugas selain jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh sebuah 
instansi atau organisasi, dalam pelaksanaan tugas juga membutuhkan adanya 
kemampuan dan keterampilan dari pegawai. Adapun tingkat pendidikan yag 
dimiliki oleh pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.1 
Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Jenis Pendidikan Laki – laki Perempuan Jumlah 
1 S 2 5                                                 8 13 
2 S 1 17 24 41 
3 D 3 2 3 5 
4 SLTA 16 10 26 
5 SLTP 1 1 2 
JUMLAH 41 46 87 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1 
dengan jumlah 41 orang, kemudian tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 26 
orang, tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 13 orang, tingkat pendidikan D3 
dengan jumlah 5 orang dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP 
ialah 2 orang. 
 
2. Pegawai Berdasarkan Golongan 
Adapun jumlah pegawai pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar terdiri dari beberapa golongan yaitu golongan II, III, dan 





Tabel 4.2  
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai BPTPM Kota Makassar 
No. Golongan Laki – laki Perempuan Jumlah 











4 III/d 4 3 7 
5 III/c 2 6 8 
6 III/b 2 2 4 
7 III/a 3 1 4 
8 II/d 2 1 3 
9 II/c 2 - 2 
10 II/b 2 4 6 
11 II/a - 1 1 
12 Tenaga Kontrak 19 25 44 
JUMLAH 41 46 87 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai berpangkat/golongan IV 
berjumlah 8 orang, pegawai berpangkat/golongan III berjumlah 23 orang, 
pegawai berpangkat/golongan II berjumlah 9 orang, dan jumlah tenaga kontrak 
44 orang. 
IV.2 HASIL PENELITIAN 
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 
telah disebarkan kepada pengawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar pada tanggal 7 Januari  2015. Sampai dengan batas akhir 
pengmbalian yakni tanggal 19 Januari 2015, dari 43 kuesioner yang disebarkan, 
40 kuisioner yang kembali dan 3 kuisioner yang tidak kembali. Tingkat 
pengembalian (response rate) yang diperoleh adalah 92,1 % sedangkan sisanya 
7,9 % tidak kembali. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang cuti dinas keluar 
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kota pada saat penyebaran kuisioner dilakukan, akibatnya perantara tidak 
sempat memberikan kuesioner sampai batas waktu yang ditentukan. 
Data demografi responden dalam tabel 4.3 di bawah ini menyajikan 
beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di 
lapangan. Tabel 4.3 berisi informasi yang disajikan, antara lain Jenis kelamin,  
usia, tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden 
(pegawai) perempuan lebih banyak yaitu 57,5 % dibandingkan responden laki-
laki yang hanya 42,5 %. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia 
dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30 – 38 tahun yaitu sebanyak 
40 %. Kemudian mereka yang berusia 39-48 tahun sebanyak 35 %. Sedangkan 
mereka yang berusia 21 – 29 tahun sebanyak 25 %.  
Tabel 4.3 Data Demografi Responden  
Keterangan  Jumlah (orang)  Persentase  
Jenis Kelamin  
1. Laki-laki 








1. 21-29 tahun  
2. 30-38 tahun  













4. Sarjana/Pascasarjana  













Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Berdasarkan tingkat pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, 
diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan 
Sarjana/Pascasarjana yaitu sebanyak 77,5%. Kemudian mereka yang 




IV.2.1 Ketertarikan Pada Pembuatan Kebijakan Publik (Attraction To Public 
Policy Making) 
Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik (Attraction to public policy 
making), menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk 
mencapai prestasi. Kebijakan publik (Thomas. R. Dye;1972) ialah pilihan 
pemerintah untun bertindak atau tidak bertindak. Sedangkan David Easton 
(dalam Pandji Santoso; 27,2008) mendefenisikan kebijakan publik sebagai 
pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.  
Adapun tahapan kebijakan publik menurut Willian Dunn ialah Penyusunan 
Agenda atau Agenda setting, Formulasi kebijakan, Adopsi/ Legitimasi dan 
KebijakanPenilaian/ Evaluasi Kebijakan. Keempat tahap inilah yang harus 
dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik agar dapat melakukan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. 
James L.Perry dalam jurnalnya yang berjudul Measuring Public Service 
Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity (1996) menulis 
bahwa ada tiga (3) indikator ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik 
yakni pandangan positif terhadap proses politik dalam pembuatan kebijakan 
publik, ketertarikan terhadap kehidupan politisi, dan ketertarikan terhadap hal 
memberi dan menerima dalam proses politik pembuatan kebijakan publik. 








Tanggapan responden terhadap pandangan positif terhadap proses politik 
dalam pembuatan kebijakan publik 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 0 0 0 
2 Tinggi  4 6 24 15 
3 Sedang  3 27 81 67,5 
4 Rendah  2 5 10 12,5 
5 Sangat rendah 1 2 2 5 
Total (N)  40 117 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 117 = 2,925 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 27 responden atau 67,5 
% yang menjawab sedang, ada 6 responden atau 15 % yang menjawab tinggi, ada 5 
responden atau 12,5 % yang menjawab rendah dan ada 2 responden atau 5% yang 
menjawab sangat rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 
pandangan positif pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar terhadap proses politik dalam pembuatan kebijakan publik 
tergolong sedang dengan rata-rata skor 2,925. 
Tabel 4.5 
Tanggapan responden terhadap Ketertarikan terhadap kehidupan 
para politisi 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 0 0 0 
2 Tinggi  4 10 40 25 
3 Sedang  3 16 48 40 
4 Rendah  2 9 18 22,5 
5 Sangat rendah 1 5 5 12,5 
Total (N)  40 111 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 111 = 2,775 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 responden atau 40% yang 
menjawab sedang, 10 responden atau 25% yang menjawab tinggi, 9 responden atau 
22,5% menjawab rendah dan 5 responden atau 12,5% yang menjawab sangat 
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rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa ketertarikan pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar terhadap kehidupan para politisi 
ialah sedang dengan rata-rata skor 2,77. 
Tabel 4.6 
Tanggapan responden terhadap Ketertarikan terhadap hal memberi 
dan menerima dalam proses pembuatan kebijakan publik 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 0 0 0 
2 Tinggi  4 10 40 25 
3 Sedang  3 21 63 52,5 
4 Rendah  2 8 16 20 
5 Sangat rendah 1 1 1 2,5 
Total (N)  40 120 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 120 = 3 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 21 responden atau 
52,5% yang menjawab sedang, ada 10 responden atau 25% menjawab tinggi, 
ada 8 responden atau 20% menjawab rendah dan ada 1 responden atau 2,5% 
yang menjawab sangat rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan 
bahwa Ketertarikan terhadap hal memberi dan menerima dalam proses 
pembuatan kebijakan publik pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar tergolong sedang dengan rata-rata skor 3. 
Dari ketiga indikator ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik 
diatas maka dapat disimpulkan secara umum tingkat ketertarikan terhadap 
pembuatan kebijakan publik pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 






Tabel 4.7 Nilai Ketertarikan terhadap Pembuatan Kebijakan Publik 
N
o 
Jawaban Responden  Sangat 
Tinggi 






Skor 5 4 3 2 1 
1 Pandangan positif  terhadap 



















































3 Ketertarikan terhadap hal 
memberi dan menerima dalam 




























Jumlah responden (f) 40 
Jumlah Presentase (%) 58% 
Jumlah f.x 348 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik ialah 348 atau 58% dari presentase maksimum pada 
variabel ini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketertarikan 
terhadap pembuatan kebijakan publik pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar adalah sedang. 
IV.2.2  Komitmen Pada Kepentingan Publik (Commitment To Public Interest) 
Komitmen pada kepentingan publik (Commitmen to public interest) adalah 
motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa 
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu. Komitmen 
yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai bukan hanya komitmen untuk 
organisasinya saja melainkan harus memiliki komitmen kepada kepentingan 
publik. Organisasi ataupun institusi tempat bekerja bisa saja berkomitmen untuk 
segala hal positif tetapi sebaik apapun komitmen ialah komitmen yang memihak 




Menurut KBBI, komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan 
sesuatu; kontrak. Dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan dalam sebuah 
institusi, komitmen adalah salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh 
seorang pegawai. Sebelum menjadi seorang pegawai tentunya harus melalui 
proses rekrutmen hingga pengangkatan. Dalam proses tersebut tentunya 
seorang pegawai telah memiliki keyakinan penuh untuk menjadi seorang 
pegawai dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang dimiliki. Hingga pada 
akhirnya seorang pegawai memiliki surat keputusan sebagai seorang pegawai 
hal inilah yang menjadi kontrak atau perjanjian antara dirinya dengan pemerintah 
untuk dapat melaksanakan tugasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komitmen 
seorang pegawai bukan hanya sekedar berjanji atau memenuhi kontrak diatas 
kertas melainkan mampu menjaga keyakinan untuk tetap berpegang teguh pada 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi masyarakat. 
James L.Perry dalam jurnalnya yang berjudul Measuring Public Service 
Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity (1996) menulis 
bahwa ada lima (5) indikator komitmen pada kepentingan yakni Ketertarikan 
terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitar, Berkontribusi terhadap 
lingkungan sekitar tanpa ada rasa egois, Kesadaran akan pentingnya makna dari 
pelayanan publik, Menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri 
sendiri, Kesadaran bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab terhadap 








Tanggapan responden pada Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi 
dilingkungan sekitar 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 9 45 22,5 
2 Tinggi  4 23 92 57,5 
3 Sedang  3 8 24 20 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 161 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 161 = 4,025 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 23 responden atau 57,5% yang 
menjawab tinggi, 9 responden atau 22,5% yang menjawab sangat tinggi dan 8 
responden atau 20% menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitar 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,025. 
Tabel 4.9 
Tanggapan responden pada Berkontribusi terhadap lingkungan sekitar 
tanpa ada rasa egois 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 8 40 20 
2 Tinggi  4 15 60 37,5 
3 Sedang  3 15 45 37,5 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 2 2 5 
Total (N)  40 147 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 147 = 3,675 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 37,5% yang 
menjawab tinggi, 15 responden atau 37,5% yang menjawab sedang, 8 
responden atau 20% menjawab sangat tinggi dan 2 responden atau 5% yang 
menjawab sangat rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 
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Kontribusi terhadap lingkungan sekitar tanpa ada rasa egois pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 3,675. 
Tabel 4.10 
Tanggapan responden terhadap Kesadaran akan pentingnya makna dari 
pelayanan publik 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 14 70 35 
2 Tinggi  4 19 76 47,5 
3 Sedang  3 7 21 17,5 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 167 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 167 = 4,175 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 19 responden atau 47,5% 
yang menjawab tinggi, 14 responden atau 35% yang menjawab sangat tinggi, 7 
responden atau 17,5% yang menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya makna pelayanan publik 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,175. 
Tabel 4.11 
Tanggapan responden terhadap Menempatkan kepentingan masyarakat 
diatas kepentingan diri sendiri 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 13 65 32,5 
2 Tinggi  4 15 60 37,5 
3 Sedang  3 10 30 24 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 2 2 5 
Total (N) 40 157 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 157 = 3,925 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 37,5% 
yang menjawab tinggi, 13 responden atau 32,5% yang menjawab sangat tinggi. 
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10 responden atau 24% menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa penempatan kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri 
sendiri pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar tergolong tinggi dengan rata-rata skor 3,925. 
Tabel 4.12 
Tanggapan responden terhadap Kesadaran bahwa pelayanan publik adalah 
tanggung jawab terhadap negara 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 15 75 37,5 
2 Tinggi  4 17 68 42,5 
3 Sedang  3 6 18 15 
4 Rendah  2 2 4 5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 165 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 165 = 4,125 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 17 responden atau 42,5% 
yang menjawab tinggi, 15 responden atau 37,55 yang menjawab sangat tinggi, 6 
responden atau 15% menjawab sedang dan 2 responden atau 5% menjawab 
rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan Kesadaran bahwa 
pelayanan publik adalah tanggung jawab terhadap negara pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 4,125. 
Dari kelima indikator komitmen pada kepentingan publik diatas maka 
dapat disimpulkan secara umum tingkat komitmen pada kepentingan publik pada 






Tabel 4.13 Nilai Komitmen Pada Kepentingan Publik 
N
o 
Tanggapan Responden  Sangat 
Tinggi 






Skor 5 4 3 2 1 
1 Ketertarikan terhadap hal-hal 

























2 Berkontribusi terhadap 

























3 Kesadaran akan pentingnya 
























4 Menempatkan kepentingan 

























5 Kesadaran bahwa pelayanan 



























Jumlah responden (f) 40 
Jumlah presentase (%) 79,7% 
Jumlah f.x 797 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Adapun jumlah nilai dari kelima indikator pada variabel komitmen pada 
kepentingan publik ialah 797 atau 79,7% dari presentase maksimum pada 
variabel ini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat komitmen pada 
kepentingan publik pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar adalah tinggi. 
 
IV.2.3 Rasa Empati (Compassion) 
Sifat empati (Compassion) adalah keinginan untuk menolong orang lain. 
Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain 
(altruism). Menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat 
seseorang mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau 
pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jadi empati ialah ketika kita 
mampu saling memahami keadaan perasaan atau fikiran orang lain.  
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Dalam konteks pegawai sebagai abdi masyarakat, empati adalah ketika 
mampu memahami keadaan perasaan atau fikiran masyarakat atas apa yang 
mereka butuhkan. Rasa empati yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai 
bukan hanya perasaan empati bagi sesama orang terdekat, keluarga maupun 
golongannya tetapi juga perasaan empati kepada seluruh masyarakat karena 
pada hakekatnya mereka adalah abdi masyarakat yang bertugas melayani 
kebutuhan masyarakat. Kesadaran bahwa kita saling tergantung satu sama lain 
dan menyadari bahwa untuk mewujudkan kecintaannya pada tanah air indonesia 
haruslah dimulai dengan rasa iba dan keinginan untuk mensejahterakan 
masyarakat. 
James L.Perry dalam jurnalnya yang berjudul Measuring Public Service 
Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity (1996) menulis 
bahwa ada 8 indikator rasa empati yakni Perasaan empati terhadap nasib orang-
orang yang kurang beruntung, Ketertarikan terhadap program-program sosial, 
Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam kesusahan, Kesadaran bahwa 
patriotisme adalah bagaimana melihat orang lain sejahtera, Perhatian terhadap 
kesejahteraan orang lain yang tidak dikenal secara personal, Kesadaran bahwa 
hidup kita selalu bergantung terhadap satu sama lain, Perasaan kasihan 
terhadap orang-orang yang tidak mau membantu dirinya sendiri, Dukungan 
terhadap program-program untuk kepentingan publik. Adapun data hasil 








Tanggapan responden terhadap Perasaan empati terhadap nasib orang-
orang yang kurang beruntung 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 10 50 25 
2 Tinggi  4 19 76 47,5 
3 Sedang  3 8 24 20 
4 Rendah  2 3 6 7,5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 156 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 156 = 3,9 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 19 responden atau 47,5% 
yang menjawab tinggi, 10 responden atau 25% yang menjawab sangat tinggi, 8 
responden atau 20% yangmenjawab sedang, 3 responden atau 7,5% yang 
menjawab rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 
perasaan empati terhadap nasib orang-orang yang kurang beruntung pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 3,9. 
Tabel 4.15 
Tanggapan responden pada Ketertarikan terhadap program-program sosial 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 9 45 22,5 
2 Tinggi  4 23 92 57,5 
3 Sedang  3 8 24 20 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 161 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 161 = 4,025 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 23 reponden atau 57,5% 
yang menjawab tinggi, 9 responden atau 22,5% yang menjawab sangat tinggi 
dan 8 responden atau 20% yang menjawab sedang. Dari data yang diperoleh 
maka dapat disimpulkan bahwa Ketertarikan terhadap program-program sosial 
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pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,025. 
Tabel 4.16 
Tanggapan responden pada Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam 
kesusahan 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 15 75 37,5 
2 Tinggi  4 13 52 32,5 
3 Sedang  3 11 33 27,5 
4 Rendah  2 1 2 2,5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 162 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 162 = 4,05 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 37,5% 
yang menjawab sangat tinggi, ada 13 responden atau 32,5% yang menjawab 
tinggi, ada 11 responden atau 27,5% yang menjawab sedang dan 1 responden 
atau 2,5% yang menjawab rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa perasaan iba ketika melihat orang lain dalam kesusahan 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,05.  
Tabel 4.17 
Tanggapa responden terhadap Kesadaran bahwa patriotisme adalah 
bagaimana melihat orang lain sejahtera 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 11 55 27,5 
2 Tinggi  4 18 72 45 
3 Sedang  3 10 30 25 
4 Rendah  2 1 2 2,5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 159 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 159 = 3,975 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
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Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 18 responden atau 45% 
yang menjawab tinggi, 11 responden atau 27,5% yang menjawab sangat tinggi, 
10 responden atau 25% yang menjawab sedang, 1 responden atau 2,5% 
menjawab rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan kesadaran 
bahwa patriotisme adalah bagaimana melihat orang lain sejahtera pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 3,975. 
Tabel 4.18 
Tanggapan responden pada Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain 
yang tidak dikenal secara personal 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 7 35 17,5 
2 Tinggi  4 13 52 32,5 
3 Sedang  3 15 45 37,5 
4 Rendah  2 4 8 10 
5 Sangat rendah 1 1 1 2,5 
Total (N)  40 141 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 141 = 3,525 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 37,5% 
yang menjawab sedang, 13 responden atau 32,5% yang menjawab tinggi, 7 
responden atau 17,5% yang menjawab sangat tinggi, 4 responden atau 10% 
yang menjawab rendah dan 1 responden atau 2,5% yang menjawab sangat 
rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa perhatian 
terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak dikenal secara personal pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong 







Tanggapan responden terhadap Kesadaran bahwa hidup kita selalu 
bergantung terhadap satu sama lain 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 11 55 27,5 
2 Tinggi  4 20 80 50 
3 Sedang  3 9 27 22,5 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N) 40 162 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 162 = 4,05 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diata dapat dilihat bahwa ada 20 responden atau 50% 
menjawab tinggi, 11 responden atau 27,5% menjawab sangat tinggi, 9 
responden atau 22,5% yang menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan tingkat kesadaran bahwa hidup kita selalu bergantung terhadap 
satu sama lain pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,05. 
Tabel 4.20 
Tanggapan responden terhadap Perasaan kasihan terhadap orang-orang 
yang tidak mau membantu dirinya sendiri 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 7 35 17,5 
2 Tinggi  4 19 76 47,5 
3 Sedang  3 8 24 20 
4 Rendah  2 6 12 15 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 147 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 147 = 3,675 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 19 responden atai 47,5% 
yang menjawab tinggi, ada 8 responden atau 20% yang menjawab sedang, ada 
7 responden atau 17,5% yang menjawab sangat tinggi, dan 6 responden atau 
15% yang menjawab rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan 
bahwa tingkat perasaan kasihan terhadap orang-orang yang tidak mau mebantu 
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dirinya sendiri pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar tergolong tinggi dengan rata-rata skor 3,675. 
Tabel 4.21 
Tanggapn responden pada Dukungan terhadap program-program untuk 
kepentingan publik 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 13 65 32,5 
2 Tinggi  4 15 60 37,5 
3 Sedang  3 10 30 25 
4 Rendah  2 2 4 5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N) 40 159 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 159 = 3,975 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 37,5% 
yang menjawab tinggi, 13 responden atau 32,5% yang menjawab sangat tinggi, 
10 responden atau 25% yang menjawab sedang dan 2 responden atau 5% yang 
menjawab rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 
dukungan terhadap program-program untuk kepentingan publik pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 3,975. 
Dari kedelapan indikator rasa empati diatas maka dapat disimpulkan 
secara umum tingkat rasa empati pada Badan Perizinan Terpadu dan 









Tabel 4.22 Nilai Rasa Empati 
N
o 
Tanggapan Responden  Sangat 
Tinggi 




Skor 5 4 3 2 1 
1 Perasaan empati terhadap 


















































3 Perasaan iba ketika melihat 
























4 Kesadaran bahwa patriotisme 
adalah bagaimana melihat 

























5 Perhatian terhadap 
kesejahteraan orang lain yang 

























6 Kesadaran bahwa hidup kita 
selalu bergantung terhadap 
























7 Perasaan kasihan terhadap 
orang-orang yang tidak mau 
























8 Dukungan terhadap program-




























Jumlah responden (f) 40 
Jumlah presentase (%) 77,93% 
Jumlah f.x 1247 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Adapun jumlah nilai dari kedelapan indikator pada variabel rasa empati 
ialah 1247 atau 77,93% dari presentase maksimum pada variabel ini. Dari nilai 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat rasa empati pada Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar adalah tinggi. 
IV.2.4 Pengorbanan Diri (Self Sacrifice) 
Pengorbanan diri (Self-sacrifice), adalah mencakupi sikap kecintaan pada 
tanah air (patriotism). Dalam pengorbanan diri seorang pegawai dijelaskan 
bahwa salah satu poin penting yang patut dimiliki seorang pegawai adalah 
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kesadaran bahwa dirinya (pegawai) adalah seorang abdi masyarakat yang 
hidupnya dibiayai dan difasilitasi oleh masyarakat sehingga harus melaksanakan 
tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.  
James L.Perry dalam jurnalnya yang berjudul Measuring Public Service 
Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity (1996) menulis 
bahwa ada 8indikator pengorbanan diri yakni Membuat perubahan dalam 
masyarakat lebih berarti dibandingkan dengan membuat prestasi pribadi, 
Mendahulukan tugas kantor dibandingkan kepentingan diri sendiri, 
Mengutamakan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat 
dibandingkan memenuhi kebutuhan finansial, Perasaan bahwa apa yang saya 
kerjakan adalah untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan 
diri saya sendiri, Perasaan senang ketika melayani masyarakat, meskipun tidak 
ada imbalan untuk itu., Perasaan bahwa kita harus lebih banyak memberi 
kepada masyarakat dibandingkan apa yang telah masyarakat berikan, Rela 
mengambil resiko untuk kepentingan orang lain, Kesiapan berkorban demi 
kepentingan masyarakat. . Adapun data hasil dari delapan indikator tersebut 
dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 
Tabel 4.23 
Tanggapan responden terhadap Membuat perubahan dalam masyarakat 
lebih berarti dibandingkan dengan membuat prestasi pribadi 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 12 60 30 
2 Tinggi  4 14 56 35 
3 Sedang  3 13 39 32,5 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 1 1 2,5 
Total (N) 40 156 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 156 = 3,9 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
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Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 14 responden atau 35% 
menjawab tinggi, 13 responden atau 32,5% menjawab sedang, 12 responden 
atau 30% menjawab sangat tinggi dan 1 responden atau 2,5% menjawab sangat 
rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa membuat 
perubahan dalam masyarakat lebih berarti dibandingkan dengan membuat 
prestasi pribadi tergolong tinggi dengan rata-rata skor 3,9. 
Tabel 4.24 
Tanggapan responden terhadap Mendahulukan tugas kantor dibandingkan 
kepentingan diri sendiri 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 6 30 15 
2 Tinggi  4 26 104 65 
3 Sedang  3 8 24 20 
4 Rendah  2 0 0 5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N) 40 158 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 158 = 3,95 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 26 responden  atau 65% 
menjawab tinggi, 8 responden atau 20% menjawab sedang dan 6 responden 
atau 15% menjawab sangat tinggi. Dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa mendahulukan tugas kantor dibandingkan kepentingan diri 
sendiri tergolong tinggi dengan rata-rata skor 3,95. 
Tabel 4.25 
Tanggapan responden terhadap Mengutamakan pemberian pelayanan yang baik 
kepada masyarakat dibandingkan memenuhi kebutuhan finansial 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 14 70 35 
2 Tinggi  4 21 84 52,5 
3 Sedang  3 5 15 12,5 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 169 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 169 = 4,225 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
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Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 21 responden atau 52,5% 
menjawab tinggi, 14 responden atau 35% menjawab sangat tinggi, dan 5 
responden atau 12,5% menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa mengutamakan pemberian pelayanan yang baik kepada 
masyarakat dibandingkan pemenuhan kebutuhan finansial tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 4,225. 
Tabel 4.26 
Tanggapan responden terhadap Perasaan bahwa apa yang saya kerjakan 
adalah untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan diri 
saya sendiri 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 3 15 7,5 
2 Tinggi  4 6 24 15 
3 Sedang  3 23 69 57,5 
4 Rendah  2 5 10 12,5 
5 Sangat rendah 1 3 3 7,5 
Total (N)  40 121 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 121 = 3,025 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 23 responden atau 57,5% 
menjawab sedang, 6 responden atau 15% menjawab tinggi, 5 responden atau 
12,5% menjawab rendah, 3 responden atau 7,5% menjawab sangat tinggi, dan 3 
responden atau 7,5% menjawab sangat rendah. Dari data yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan perasaan apa yang saya kerjakan adalah untuk kepentingan yang 
lebih besar, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong sedang dengan rata-







Tanggapan responden terhadap Perasaan senang ketika melayani 
masyarakat, meskipun tidak ada imbalan untuk itu 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 13 65 32,5 
2 Tinggi  4 22 88 55 
3 Sedang  3 4 12 10 
4 Rendah  2 1 2 2,5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 167   100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 167 = 4,175 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 22 responden atatu 55% 
menjawab tinggi, 13 responden atau 32,5% menjawab sangat tinggi, 4 
responden atau 10% menjawab sedang dan 1 responden atau 2,5% menjawab 
rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa perasaan senang 
ketika melayani masyarakat,meskipun tidak ada imbalan untuk itu pada pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi 
dengan rata-rata skor 4,175. 
Tabel 4.28 
Tanggapan responden terhadap Perasaan bahwa kita harus lebih banyak 
memberi kepada masyarakat dibandingkan apa yang telah masyarakat 
berikan 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 9 45 22,5 
2 Tinggi  4 16 64 40 
3 Sedang  3 14 42 35 
4 Rendah  2 0 0 0 
5 Sangat rendah 1 1 1 2,5 
Total (N)  40 152 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 152 = 3,8 
   N 40  
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 responden atau 40% 
menjawab tinggi, 14 responden atau 35% menjawab sedang, 9 responden atau 
22,5% menjawab sangat tinggi dan 1 responden atau 2,5% menjawab sangat 
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rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa perasaan bahwa 
kita harus lebih banyak memberi kepada masyarakat dibandingkan apa yang 
telah masyarakat berikan pada pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar tergolong tinggi dengan rata-rata skor 3,8. 
Tabel 4.29 
Tanggapan responden terhadap kerelaan mengambil resiko untuk 
kepentingan orang lain 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 8 40 20 
2 Tinggi  4 13 52 32,5 
3 Sedang  3 18 54 45 
4 Rendah  2 1 2 2,5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 148 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 148 = 3,7 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 18 responden atau 
45% yang menjawab sedang, 13 responden atau 32,5% menjawab tinggi, 8 
responden atau 20% menjawab sangat tinggi dan 1 responden atau 2,5% 
menjawab sangat rendah. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 
rela mengambil resiko untuk kepentingan orang lain tergolong tinggi dengan rata-
rata skor 3,7. 
Tabel 4.30 
Tanggapan responden terhadap kesiapan berkorban demi kepentingan 
masyarakat 
No  Tanggapan 
responden  
Skor (x) Frekuensi 
(f)  
f.x Presentase(%) 
1 Sangat tinggi 5 8 40 20 
2 Tinggi  4 27 108 67,5 
3 Sedang  3 5 15 12,5 
4 Rendah  2 0 0 5 
5 Sangat rendah 1 0 0 0 
Total (N)  40 163 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 163 = 4,075 
   N 40 
Sumber: Data Primer diolah, 2015  
104 
 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 27 responden atau 67,5% 
yang menjawab tinggi, 8 responden atau 20% yang menjawab sangat tinggi dan 
5 responden atau 12,5% yang menjawab sedang. Dari data yang diperoleh maka 
dapat disimpulkan bahwa kesiapan berkorban demi kepentingan masyarakat 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 4,075. 
Dari kedelapan indikator pengorbanan diri diatas maka dapat disimpulkan 
secara umum tingkat pengorbanan diri adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.31 Nilai Pengorbanan Diri 
N
o 
Tanggapan Responden  Sangat 
tinggi 
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1 Membuat perubahan dalam 
masyarakat lebih berarti 
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3 Mengutamakan pemberian 
pelayanan yang baik kepada 
masyarakat dibandingkan 
























4 Perasaan bahwa apa yang 
saya kerjakan adalah untuk 
kepentingan yang lebih besar, 
bukan untuk kepentingan diri 


























5 Perasaan senang ketika 
melayani masyarakat, 


























6 Perasaan bahwa kita harus 
lebih banyak memberi kepada 
masyarakat dibandingkan apa 

























7 Rela mengambil resiko untuk 



















































Jumlah responden (f) 40 
Jumlah Presentase (%) 77,125% 
Jumlah f.x 1234 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
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Adapun jumlah nilai dari kedelapan indikator pada variabel pengorbanan 
diri ialah atau 77,125% dari presentase maksmimum pada variabel ini. Dari nilai 
tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengorbanan diri pada Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar adalah tinggi. 
Tabel 4.32 Presentase Nilai Motivasi Pelayanan Publik 
No Nilai Presentase (%) 
1 Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik 58% 
2 Komitmen pada kepentingan publik 79,7% 
3 Rasa empati 77,93% 
4 Pengorbanan diri 77,125% 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari keempat nilai motivasi pelayanan publik yang telah dibahas diatas 
maka, dapat kita lihat bahwa terdapat  tiga (3) nilai yang paling menonjol dengan 
presentase 75 ke atas, yakni nilai komitmen pada kepentingan publik dengan 
presentase 79,7%, nilai rasa empati dengan presentase 77,93%, nilai 
pengorbanan diri dengan presentase 77,125% sedangkan nilai ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik memperoleh presentase terendah dengan 58%. Dari 
data tersebut maka, dapat dilihat bahwa tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan 
publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah 
komitmen pada kepentingan publik, rasa empati dan pengorbanan diri. 
Berdasarkan hasil penilaian dari 40 kuesioner yang dibagikan kepada 
responden maka, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki 
motivasi pelayanan publik yang baik, yang kemudian menjadi bahan analisis 
peneliti ialah apa yang menjadi penyebab masih banyaknya keluhan masyarakat 
melalui media terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Pada bagian pembahasan hasil 




IV.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
IV.3.1 Tipologi Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik 
Motivasi Pelayanan Publik ialah motivasi yang mencakup kepercayaan, 
nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat. Terdapat 4 (empat) nilai-nilai dalam motivasi pelayanan publik yakni 
ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan pengorbanan diri. Dari keempat nilai inilah dapat dilihat 
bagaimana tipologi motivasi pelayanan publik pada sebuah instansi pemberi 
pelayanan publik.  
Adapun permasalahan yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar ialah keterlambatan penyelesaian pelayanan 
dan adanya pungutan liar (pungli). Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti kedua kasus ini adalah permaslahan yang paling dikeluhkan oleh 
masyarakat. Keterlambatan penyelesaian pelayanan yang dirasakan oleh 
masyarakat umumnya 2-3 hari dari waktu yang dijanjikan oleh pegawai. 
Umumnya masyarakat mengurus surat izin usaha dan surat izin mendirikan 
bangunanlah yang mengeluhkan hal ini. Selain itu, peneliti menemukan 
permasalahan pungutan liar (pungli) dalam pemberian pelayanan bagi 
masyarakat. Para pengguna layanan mengeluhkan adanya biaya-biaya 
tambahan yang harus diberikan kepada pegawai atas izin yang diurus 
masyarakat. Ketika dikonfirmasi kepada bagian informasi dan pengaduan Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Terpadu dan penanaman Modal Kota 
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Makassar (Abdullah, S.STP) kedua permasalahan ini memang menjadi citra 
negatif instansi yang selalu diupayakan untuk dihilangkan.  
Berdasarkan kondisi aktual yang diperoleh dari Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar dari 4 nilai terdapat 1 nilai dengan 
tingkatan sedang dan 3 nilai lainnya dengan tingkatan tinggi. Maka dapat 
diketahui tipologi motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar ialah Komitmen pada kepentingan Publik, 
Rasa Empati dan Pengorbanan Diri. Jika mengacu kepada teori motivasi 
pelayanan publik yang disampaikan oleh James L.Perry, Hal ini menunjukkan 
bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar adalah instansi yang berkomitmen pada kepentingan publik, memiiliki 
rasa empati dan rasa pengorbanan diri dalam memberikan pelayanan publik bagi 
masyarakat.  
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar memiliki kepercayaan, nilai dan sikap untuk 
melayani masyarakat dengan baik tanpa menempatkan kepentingan pribadi 
maupun kepentingan organisasi diatas kepentingan masyarakat. Pada 
hakekatnya, pegawai sebagai abdi masyarakat memang sudah seharusnya 
memiliki motivasi pelayanan publik yang tinggi agar mampu memberikan 
kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan bagi masyarakat. 
Berdasarkan hasil penilaian kuesioner, maka dapat dilihat bahwa secara 
umum Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar telah 
memiliki motivasi pelayanan publik yang baik. Namun, jika dikaitkan dengan 
permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat yakni adanya pungutan 
liar (pungli) atas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan terjadinya 
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keterlambatan penyelesaian pelayanan. Jika sebuah organisasi telah memiliki 
motivasi pelayanan publik yang baik, tentunya hal semacam ini tidak akan terjadi. 
Kurangnya profesionalisme, beragamnya watak dan karakter pegawai pemberi 
layanan serta kurangnya pengorbanan diri terhadap masyarakat ialah penyebab 
motivasi pelayanan publik belum mampu diimplementasikan dengan optimal 
pada masyarakat. 
IV.3.2 Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik 
Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik (Attraction to public policy 
making), menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk 
mencapai prestasi. Kebijakan publik ialah pilihan pemerintah atas program yang 
akan dilakukan bagi masyarakat yang mempengaruhi motivasi seorang pegawai 
untuk mencapai prestasi dalam bekerja.  
Dalam teorinya, Perry (1990) mengungkapkan bahwa Seorang pegawai 
yang bermotivasi pelayanan publik yang tinggi memiliki pandangan positif 
terhadap proses politik dalam pembuatan kebijakan publik, memiliki ketertarikan 
terhadap kehidupan para politisi dan memiliki ketertarikan pada proses yang 
bersih dalam proses politik pembuatan kebijakan publik.  
Pandangan positif terhadap proses pembuatan kebijakan publik 
berkorelasi secara positif terhadap sikap dan perilaku seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang pegawai memiliki 
pandangan yang positif terhadap pembuatan kebijkan publik itu artinya sebagai 
seorang pelaksana kebijakan publik ia yakin dan percaya bahwa apa yang 
dikerjakan adalah sebuah hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Ketertarikan pada kehidupan para politisi seorang pegawai juga berdampak 
kepada sikap dan perilaku pegawai karena pribadi dan karakter politisi yang baik 
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akan berdampak positif pula bagi motivasi kerja seorang pegawai untuk dapat 
berperilaku kerja sama ataupun melebihi karakter dari politisi tersebut. Setiap 
pegawai tentunya mampu memilah dan memilih dengan baik pribadi yang pantas 
untuk dijadikan tauladan dalam bekerja. Sedangkan Ketertarikan pada hal 
memberi dan menerima “take and give” dalam pembuatan kebijakan publik akan 
berkorelasi positif terhadap kinerja seorang pegawai. Hal ini dikarenakan 
memberi dan menerima dalam pembuatan kebijakan publik bagi kesejahteraan 
masyarakat dapat memacu perilaku kerja seorang pegawai yang pada 
hakekatnya bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 
Secara umum, Perry mengungkapkan seorang pegawai yang baik akan 
memiliki ketertarikan terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini 
disebabkan karena proses pembuatan kebijakan publik berkaitan dengan upaya 
pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang dihasilkan 
oleh para pembuat kebijakan haruslah dipahami oleh pegawai sebagai 
pelaksana dari setiap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Perry menulis bahwa 
ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik berpengaruh terhadap pencapaian 
prestasi. 
Kondisi aktual yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah tingkat ketertarikan responden (pegawai) terhadap 
pembuatan kebijakan publik tergolong sedang. Hal ini dpat dilihat dari jawaban 
terhadap 3 buah pertanyaan tentang ketertarikan pembuatan kebijakan publik 
yang diajukan. Ketiga pertanyaan tersebut dijawab dengan tingkatan sedang. Hal 
ini membuktikan bahwa pegawai tidak begitu tertarik dengan pembuatan 
kebijakan publik. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan kepala 
bagian kepegawaian Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
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Makassar ( Rasyita, S.STP, M.Si) yang menyatakan bahwa sebagian besar 
pegawai tidak begitu tertarik dengan kebijakan pemerintah secara umum, para 
pegawai hanya fokus terhadap perintah ataupun tugas yang diberikan oleh 
atasannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pegawai 
hanya berada pada level tugas dan perintah dari atasan masing-masing bagian. 
Beberapa pegawai (Amir Ahmad (27 tahun) dan Trisnawati Nurdin (39 tahun)) 
menjelaskan bahwa ketidaktertarikan mereka diakibatkan karena sebagian besar 
waktu mereka telah tersita untuk melaksanakan tugas yang diberikan. 
Jika mengacu kepada teori motivasi pelayanan publik, maka kondisi ini 
bukanlah kondisi yang mampu memotivasi pegawai dalam memberikan 
pelayanan publik bagi masyarakat. Karena hakekat dari tugas dan tanggung 
jawab seorang pelayan masyarakat ialah untuk menjalankan seluruh kebijakan 
pemerintah untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, jika tidak ada 
ketertarikan terhadap proses pembuatan kebijakan publik maka, itu artinya tidak 
ada perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat. 
IV.3.3 Komitmen pada kepentingan publik 
Komitmen pada kepentingan publik (Commitmen to public interest) adalah 
motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa 
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu indikatornya 
adalah sikap kasih sayang  atau keyakinan yang tulus terhadap kepentingan 
sosial. Komitmen yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai bukan hanya 
komitmen untuk organisasinya saja melainkan harus memiliki komitmen kepada 
kepentingan publik. 
Dalam teorinya, Perry (1990) menulis bahwa dalam motivasi pelayanan 
publik seorang pegawai haruslah memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh 
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terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk selalu menempatkan kepentingan 
publik diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Hal ini 
menyiratkan makna dari seorang abdi masyarakat yang sesungguhnya karena, 
seorang pegawai adalah pelayan masyarakat yang sudah seharusnya 
mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat. Seorang pegawai yang 
memiliki komitmen pada kepentingan publik yang tinggi memiliki ketertarikan 
terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitarnya, berkontribusi terhadap 
lingkungan sekitar tanpa ada rasa egois, memiliki kesadaran akan pentingnya 
makna pelayanan publik, mampu menempatkan kepentingan masyarakat diatas 
kepentingan diri sendiri, dan memiliki kesadaran bahwa pelayanan publik adalah 
tanggung jawab terhadap negara. 
Kondisi aktual yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah tingkat komitmen para pegawai terhadap 
kepentingan publik tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan jawaban dari 5 
buah pertanyaan tentang komitmen pada kepentingan publik yang rata-rata 
dijawab dengan skor 4 atau dalam skala likert tergolong tinggi. Jika mengacu 
kepada teori motivasi pelayanan publik yang disampaikan oleh James L.Perry 
maka, kondisi ini sudah dapat digolongkan mampu memotivasi pegawai dalam 
memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Sudah sepatutnya seorang 
pegawai atau pelayan masyarakat mampu menempatkan kepentingan 
masyarakat luas diatas kepentingan lainnya. Komitmen bukan hanya sekedar 
memenuhi perjanjian ataupun kontrak dalam pelaksanaan tugas melainkan, 
bagaimana seorang pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan 
menempatkan masyarakat sebagai orang yang dilayani bukan sebagai orang 
yang melayani pegawai.  
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Secara umum, untuk menilai komitmen pada kepentingan publik ini dapat 
kita lihat bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sudah tergolong baik, namun jika dihubungkan dengan permasalahan 
yang terjadi maka secara normatif nilai ini belum mampu diaplikasikan dengan 
baik. Ketika dikonfirmasi dengan beberapa pegawai ( M.Firman (32 tahun), Dian 
Permatasari (30 tahun) dan Andi Fathan (30 tahun)), mereka mengungkapkan 
bahwa sesungguhnya mereka mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan 
dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, hanya saja terkadang kondisi mental dan perasaan kita tidak begitu 
baik sepanjang waktu, sehingga berdampak pula terhadap kinerja yang 
dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai belum mampu bersifat 
profesional terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, mereka juga 
menjelaskan bahwa mereka merasa kurang berkomunikasi dengan masyarakat 
karena terkesan tidak semua masyarakat mau untuk berbagi permasalahan 
terkait pelayanan yang dibutuhkan mereka sebagian besar cenderung hanya 
ingin urusannya terselesaikan dengan cepat dan sesegera mungkin. Hanya 
sedikit saja masyarakat yang secara aktif mempertanyakan seluk beluk 
pelayanan yang dibutuhkan, padahal komunikasi adalah kunci dari hubungan 
diantara keduanya yang pada akhirnya juga akan berdampak bagi kualitas 
pelayanan yang diberikan bagi masyarakat pengguna layanan. 
IV.3.4 Rasa Empati 
Sifat empati (Compassion) adalah keinginan untuk menolong orang lain. 
Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain 
(altruism), kepedulian yaitu  ikut merasakan perasaan orang lain (empathy), 
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kepedulian penuh terhadap pelanggan,  keyakinan moral (moral conviction), dan 
keinginan-keinginan prosocial lainnya. 
James L.Perry menuliskan bahwa seorang pegawai yang memiliki rasa 
empati yang tinggi memiliki perasaan empati terhadap nasib orang-orang yang 
kurang beruntung, memiliki ketertarikan terhadap program-program sosial, 
memiliki perasaan iba ketika melihat orang lain dalam kesusahan, memiliki 
kesadaran bahwa patriotisme adalah bagaimana melihat orang lain sejahtera, 
memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain meskipun tidak dikenal 
secara personal, memiliki kesadaran bahwa hidup kita selalu bergantung 
terhadap satu sama lain, memiliki perasaan kasihan terhadap orang-orang yang 
tidak mau membantu dirinya sendiri, dan selalu memberi dukungan terhadap 
program-program untuk kepentingan publik.  
Dalam konteks pegawai sebagai abdi masyarakat, empati adalah ketika 
mampu memahami keadaan perasaan atau fikiran masyarakat atas apa yang 
mereka butuhkan. Rasa empati yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai 
bukan hanya perasaan empati bagi sesama orang terdekat, keluarga maupun 
golongannya tetapi juga perasaan empati kepada seluruh masyarakat karena 
pada hakekatnya mereka adalah abdi masyarakat yang bertugas melayani 
kebutuhan masyarakat. Kesadaran bahwa kita saling tergantung satu sama lain 
dan menyadari bahwa untuk mewujudkan kecintaannya pada tanah air indonesia 
haruslah dimulai dengan rasa iba dan keinginan untuk mensejahterakan 
masyarakat. 
Kondisi aktual yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah tingkat rasa empati tergolong tinggi. Hal ini dapat 
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dilihat dengan jawaban dari 8 buah pertanyaan yang rata-rata dijawab dengan 
skor 4 atau dalam skala likert tergolong tinggi. Jika mengacu kepada teori 
motivasi pelayanan publik, kondisi ini sudah mampu memotivasi pegawai dalam 
memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Sudah seharusnya seorang 
pegawai terlebih bagi pegawai yang memberikan pelayanan publik bagi 
masyarakat untuk memiliki rasa empati dalam melaksanakan tugasnya karena, 
hal inilah yang menjadi dasar seorang pegawai untuk mampu memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  
Secara umum, nilai rasa empati di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar sudah baik (berdasarkan hasil kuesioner) 
namun, jika dikaitkan dengan permasalahan yang diperoleh dari berbagai media 
kondisi ini kurang lebih menggambarkan masih buruknya rasa empati pegawai 
pada instansi ini. Ketika dikonfirmasi dengan beberapa pegawai ( Hernawati (39 
tahun), Nurhaedah (39 tahun) dan M.Haris (32 tahun)), mereka menjelaskan 
bahwa rasa empati mereka kepada masyarakat tidak seluruhnya baik 
dikarenakan tidak semua pegawai memilik hati dan jiwa penolong meskipun 
pegawai memiliki jiwa penolong belum tentu ia mau menolong semua 
masyarakat, dengan alasan waktu dan tenaga yang terbatas, ini bukanlah hal 
yang seharusnya dilakukan oleh seorang abdi masyarakat dan hal inilah yang 
menjadi penyebab rasa empati tersebut sulit untuk diimplementasikan secara 
optimal kepada masyarakat.  
IV.3.5 Pengorbanan Diri 
Pengorbanan diri (Self-sacrifice), adalah mencakupi sikap kecintaan pada 
tanah air (patriotism). Dalam pengorbanan diri seorang pegawai dijelaskan 
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bahwa salah satu poin penting yang patut dimiliki seorang pegawai adalah 
kesadaran bahwa dirinya (pegawai) adalah seorang abdi masyarakat yang 
hidupnya dibiayai dan difasilitasi oleh masyarakat sehingga harus melaksanakan 
tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Seorang pegawai harus 
senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan yang 
jauh lebih besar diatas kepentingan dirinya sendiri. 
Pengorbanan diri bukan hanya sekedar melepaskan apa yang kita miliki 
ataupun merelakan apa yang kita miliki, dalam konteks seorang pegawai, 
pengorbanan bukan hanya sekedar meluangkan waktu untuk datang kekantor, 
meluangkan tenaga dan fikiran melayani masyarakat melainkan pegawai harus 
menyadari bahwa pengorbanan ini juga untuk mendapatkan sasaran, tujuan 
ataupun cita-cita yang tinggi yakni kesejahteraan seluruh masyarakat ataupun 
untuk sesuatu yang bahkan lebih berharga yakni perasaan puas ketika melayani/ 
atau membantu orang lain.  
James.L.Perry menuliskan bahwa seorang pegawai yang memiliki rasa 
pengorbanan diri yang tinggi memiliki karakteristik yakni memiliki keyakinan 
bahwa membuat perubahan masyarakat lebih berarti dibandingkan dengan 
membuat prestasi pribadi, selalu mendahulukan tugas kantor dibandingkan 
kepentingan diri sendiri, selalu mengutamakan pemberian pelayanan yang baik 
kepada masyarakat dibandingkan pemenuhan kebutuhan finansial, memiliki 
pandangan bahwa apa yang dikerjakan adalah untuk kepentingan yang lebih 
besar bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, memiliki perasaan senang ketika 
melayani masyarakat meskipun tidak ada imbalan untuk itu, memiliki pandangan 
bahwa kita harus lebih banyak memberi kepada masyarakat dibandingkan apa 
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yang telah masyarakat berikan, rela mengambil resiko untuk kepentingan orang 
lain, dan siap berkorban demi kepentingan masyarakat.  
Kondisi aktual yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah tingkat rasa empati tergolong tinggi. Hal ini dapat 
dilihat dengan jawaban dari 8 buah pertanyaan yang rata-rata dijawab dengan 
skor 4 atau dalam skala likert tergolong tinggi. Jika mengacu kepada teori 
motivasi pelayanan publik, kondisi ini sudah mampu memotivasi pegawai dalam 
memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.  
Nilai pengorbanan diri Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar berdasarkan hasil penilaian kuesioner tergolong baik, namun jika 
melihat permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat yakni adanya 
pungutan liar dan keterlambatan penyelesaian layanan dapat dilihat bahwa para 
pegawai tidak memiliki rasa pengorbanan diri bagi masyarakat. Ketika 
dikonfirmasi dengan beberapa pegawai ( Namirah, S.Sos (39 tahun), Leni Basri 
(30 tahun), dan Amari Tekkeng (40 tahun)) yang memberikan pelayanan bagi 
masyarakat, mereka mengungkapkan bahwa pengorbanan diri memang 
seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai namun, kita harus tetap 
memperhatikan diri sendiri, karena jika kita bekerja tanpa memperdulikan 
kesehatan dan kebugaran jiwa dan fikiran diri sendiri maka, pekerjaan tidak akan 
ada yang mampu terselesaikan. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa 
mereka sudah maksimal dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
Tugas yang harus dilaksanakan pun sudah banyak dan terkadang melelahkan 
tetapi mereka tetap melakukan tugas yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Makassar belum 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tipologi nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal kota Makassar ialah komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan pengorbanan diri dengan nilai relatif tinggi . 
Sedangkan nilai ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik pada 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar relatif 
rendah dibandingkan ketiga nilai lainnya.  
2. Nilai ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik memperoleh 
presentase terendah dengan perolehan 348 atau 58% dari nilai 
maksimum pada variabel ini.  
3. Nilai komitmen pada kepentingan publik memperoleh presentasi terbesar 
dengan perolehan 797 atau 79,7% dari nilai maksimum pada variabel ini.  
4. Nilai rasa empati memperoleh presentase kedua terbesar dengan 
perolehan 1247 atau 77,93% dari nilai maksimum pada variabel ini.  
5. Nilai Pengorbanan diri memperoleh presentasi ketiga dengan perolehan 







Adapun saran-saran yang penulis dapat kemukakan ialah sebagai berikut: 
1. Dalam hal ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik sebaiknya 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
mengadakan pertemuan internal untuk mengedukasikan kebijakan-
kebijakan yang dibuat pemerintah khususnya dibidang pelayanan 
perizinan dan penanaman modal agar pegawai sedikit banyak lebih 
mengetahui mengenai kebijakan yang ada pada bidang pekerjaannya. 
2. Dalam hal peningkatan komitmen pada kepentingan publik, adapun 
langkah yang seharusnya dilaksanakan oleh instansi terkait ialah dengan 
lebih banyak mendekatkan diri dengan masyarakat. Adapun cara yang 
bisa diterapkan ialah dengan lebih banyak berbincang dengan 
masyarakat ketika memberikan pelayanan selain melaksanakan tugas 
dalam pemberian pelayanan hal ini juga dapat dilakukan sekaligus 
mendekatkan diri antara pegawai dan masyarakat agar terjalin hubungan 
yang lebih baik diantara keduanya, selain itu instansi harus lebih 
meningkatkan profesionalisme seorang pegawai dengan banayk 
mengedukasikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang 
abdi masyarakat yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. 
3. Dalam hal peningkatan rasa empati, instansi dapat melatih dan 
mengakselerasi rasa empati pegawai dengan lebih banyak melakukan 
kegiatan-kegiatan sosial agar rasa empati pegawai dapat terasah dan 
pada akhirnya dapat berdampak bagi perilaku kerja seorang pegawai. 
4. Dalam hal peningkatan pengorbanan diri, sebaiknya instansi mulai 
menanamkan nilai ini dengan menanamkan kecintaan seorang pegawai 
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terhadap pekerjaan yang dilakukan dan kecintaannya pada masyarakat 
tanpa membedakan golongan maupun atribut lainnya, hal ini dapat 
dilakukan dengan langkah memperkuat hubungan antara pegawai 
dengan masyarakat dan antara pegawai dan instansi. Adapun contoh 
upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menghabiskan waktu bersama 
dengan sesama rekan kerja diluar waktu kerja untuk meningkatkan rasa 
kekeluargaan dan kecintaan pada pekerjaan dan dengan lebih banyak 
berinteraksi dengan masyarakat pengguna layanan. 
5. Secara umum, agar nilai-nilai motivasi pelayanan publik dapat di terapkan 
di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
maupun instansi lainnya, nilai-nilai ini harus diterapkan mulai dari 
rekruitmen pegawai. Pemilihan pegawai tidak hanya harus 
memperhatikan kecerdasan intelektual seorang pegawai tetapi juga harus 
memperhatikan nilai-nilai perilaku prososial yang terkandung dalam 
motivasi pelayanan publik. Jika hal ini dapat dilakukan, maka pegawai 
yang terjaring adalah pegawai yang benar-benar berorientasi kepada 
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Nama Ayah : Djarigau 
Nama Ibu : Aisyah Ishak, M.A.Pd 
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PT.Telkom 
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil 




1999 – 2005 : SD Inpres Teladan Merpati 
2005 – 2008 : SMP Negeri 1 Bantaeng 





Kuesioner  Riset  Tentang : 
 
MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK 
Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu/Saudara/i; 
Secara khusus Bapak/Ibu/Saudara/i dipilih menjadi responden (personal yang 
dipergunakan sebagai sumber data) dalam riset tentang MOTIVASI 
PELAYANAN PUBLIK. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 
mengenai penerapan motivasi pelayanan publik dan pengaruhnya terhadap 
kinerja pegawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  Kota 
Makassar.. 
Untuk maksud tersebut, dengan ini kami memohon kesediaannya agar berkenan 
meluangkan waktu sejenak  mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang kami 
lampirkan. Dalam memberikan jawaban terhadap kuesioner ini, kami berharap 
agar jawaban yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang 
Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan  
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktunya untuk menjawab 




                                                                                                                      
Makassar, …… Januari 2015 











Petunjuk Pengisian Kuesioner ; 
1. Pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban mohon dipilih dan 
diberikan tanda (X) dalam kotak jawaban. 
2. Seluruh isi pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini akan 
sangat membantu kami dalam memahami tanggapan Bapak/Ibu/Sdr 
terhadap tujuan penelitian ini. 
I.      IDENTITAS RESPONDEN ; 
1. Nama Lengkap  :  ...................................................................................................... 
2. Umur   : ......... Tahun 
3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki        Perempuan 
4. Jenjang Pendidikan                :               SD                     SLTP                           SMTA 
Sarjana/Pascasarjana                           Umum 
5. Pekerjaan                               :  ..................................................................................................... 
6. Alamat    : .....................................................................................................  
7.  No. Tlp/HP   : ...................................................................................................... 
8.Jabatan   : ...................................................................................................... 
II.    KUESIONER (DAFTAR PERTANYAAN); 
Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap benar 
 







Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 
Rendah 
5 4 3 2 1 
A KETERTARIKAN PADA 
PEMBUATAN KEBIJAKAN 
PUBLIK 
     
1. Pandangan positif  terhadap 
proses politik dalam pembuatan 
kebijakan publik. 
     
2 Ketertarikan terhadap kehidupan 
para politisi. 
     
3 Ketertarikan terhadap hal memberi 
dan menerima dalam proses politik 
pembuatan kebijakan publik. 
     
  








Tinggi   Sedang  Rendah  Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
4 Ketertarikan terhadap hal-hal yang 
terjadi di lingkungan sekitar   
     
5 Berkontribusi terhadap lingkungan 
sekitar tanpa ada rasa egois 
     
6 Kesadaran akan pentingnya makna 
dari pelayanan publik  
     
7 Menempatkan kepentingan 
masyarakat diatas kepentingan diri 
sendiri. 
     
8 Kesadaran bahwa pelayanan 
publik adalah tanggung jawab 
terhadap negara. 
     
C RASA EMPATI Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
9 Perasaan empati terhadap nasib 
orang-orang yang kurang 
beruntung.  
     
10 Ketertarikan terhadap program-
program sosial. 
     
11 Perasaan iba ketika melihat orang 
lain dalam kesusahan. 
     
12 Kesadaran bahwa patriotisme 
adalah bagaimana melihat orang 
lain sejahtera. 
     
13 Perhatian terhadap kesejahteraan 
orang lain yang tidak dikenal 
secara personal. 
     
14 Kesadaran bahwa hidup kita selalu 
bergantung terhadap satu sama 
lain. 
     
15 Perasaan kasihan terhadap orang-
orang yang tidak mau membantu 
dirinya sendiri.  
     
16 Dukungan terhadap program-
program untuk kepentingan publik . 












Tinggi  Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
17 Membuat perubahan dalam 
masyarakat lebih berarti 
dibandingkan dengan membuat 
prestasi pribadi. 
     
19 Mengutamakan pemberian 
pelayanan yang baik kepada 
masyarakat dibandingkan 
pemenuhan kebutuhan finansial.  
     
20 Perasaan bahwa apa yang saya 
kerjakan adalah untuk kepentingan 
yang lebih besar, bukan untuk 
kepentingan diri saya sendiri. 
     
21 Perasaan senang ketika melayani 
masyarakat, meskipun tidak ada 
imbalan untuk itu. 
     
22 Perasaan bahwa kita harus lebih 
banyak memberi kepada 
masyarakat dibandingkan apa 
yang telah masyarakat berikan. 
     
23 Rela mengambil resiko untuk 
kepentingan orang lain. 
     
24 Siap berkorban demi kepentingan 
masyarakat. 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Responden, 
 
(......................................................) 
 
 
(………………………………) 
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